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NURZAITUN ZENITA ISMAIL, E13112263, Peranan Indonesia dalam 
Penanganan Irregular Migration dalam Kerangka Bali Process. Dibimbing oleh 
Muhammad Nasir Badu, Ph.D selaku pembimbing I dan Burhanuddin, S.IP, M.Si 
selaku pembimbing II, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peran Indonesia dalam 
penanganan irregular migration sebagai bentuk implementasi Bali Process dan 
untuk mengetahui tantangan Indonesia dalam pengimplementasian Kerangka Bali 
Process  dalam menangani irregular migration. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah tipe deskriptif-analitik. 
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi pustaka. Penulis 
menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yang didukung oleh data 
kuantitatif dan untuk pembahasan masalah, penulis menggunakan teknik 
penulisan deduktif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia berperan sangat aktif dalam 
upaya mengimplementasikan Kerangka Kerjasama Bali Process (RCF). Hal ini 
dapat dilihat dari konsistensi Indonesia sebagai co-chairs Bali Process dan dalam 
menjalankan rencana kerja dari RCF. Adapun tantangan yang dihadapi Indonesia 
dalam mengimplementasikan RCF untuk menangani irregular migration. Pertama, 
prinsip burden-sharing dan tanggungjawab bersama masih belum sepenuhnya 
dijalankan oleh negara-negara lain, kedua, proses penentuan status pengungsi dan 
penempatan ke negara ketiga di Indonesia memakan waktu yang sangat lama. 
Ketiga, minimnya koordinasi antar negara dalam tindak darurat untuk para 
imigran.  
 

















NURZAITUN ZENITA ISMAIL, E13112263, The Role of Indonesia in Bali 
Process Cooperation Framework for Irregular Migration, under the guidance of 
Muhammad Nasir Badu, Ph.D as the first advisor and Burhanuddin, S.IP,  M.Si. 
as the second advisor, Department of International Relations, Faculty of Social 
and Political Sciences, University of Hasanuddin. 
This research aims to identify and explain the role of Indonesia in addressing 
irregular migration as the implementation of Bali Process Regional Cooperation 
Framework and also to identify the challenges in implementation of the 
framework. The method of research that the author uses to achieve the objective is 
analytical descriptive research. The technique of data collection that used in this 
research is library research. The author uses qualitative analysis technique for 
analysing the data and deductive as the technique of writing. 
This research shows that Indonesia is actively to take a role to implement the Bali 
Process Regional Cooperation Framework as well as Indonesia is one of the co-
chairs of Bali Process. Besides, Indonesia also faces some challenges to 
implement the framework. First, the burden sharing and collective responsibility 
principle is not fully executed among the country members. Second, refugee 
status determination and resettlement determination to the third country take a 
very long time which can be a burden for Indonesia itself. And third, lack of 
coordination among the states in the act of emergency situation.    
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A. Latar Belakang 
Konflik atau perang yang terjadi dalam suatu negara baik berupa konflik 
internal maupun konflik antar negara akan memberikan dampak yang sangat besar. 
Dampak yang ditimbulkan bukan hanya terhadap negara yang terlibat konflik, 
namun dapat pula berdampak terhadap negara-negara lain. Salah satu dampak 
yang paling besar yang dapat ditimbulkan dari konflik atau peperangan suatu 
negara yaitu terkait dengan keberlangsungan hidup dan keamanan warga sipil 
(human security) sebagai korban konflik.  
Dalam hubungan internasional, isu terkait kemanusiaan kini menjadi salah 
satu isu yang paling serius diperbincangkan terutama terkait masalah pengungsi 
dan pencari suaka dari negara-negara konflik yang saat ini membanjiri dan 
menyebar ke berbagai negara-negara di dunia. Pengertian pengungsi berdasarkan 
United Nations Convention Relating to the Status of Refugees 1951, yaitu 
Pengungsi atau Refugee merupakan seorang yang tidak dapat atau tidak akan 
kembali ke negara asalnya disebabkan oleh ketakutan akan situasi yang 
mengancam keselamatan hidup dalam masalah-masalah seperti ras, agama, 
kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial, ataupun masalah politik.1 
Karena seorang pengungsi tidak memiliki hak hukum atau politik maka 
kesejahteraan mereka menjadi hirauan dari lembaga internasional. Para pengungsi 
                                                          
1  UNHCR. 2010. Convention and Protocol relating to the Status of Refugees 1951. Diakses 
melalui http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf pada 5 Maret 2016 
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dapat dikembalikan ke tanah airnya atau dimukimkan kembali serta 
diasimilasikan ke dalam masyarakat jika pemerintah negara bersangkutan bersedia 
menerima mereka.2  
Dewasa ini, para pengungsi sebagian besar datang dari wilayah Afrika, 
Timur Tengah, dan Asia Selatan dimana konflik-konflik panjang sering terjadi di 
wilayah tersebut. Berdasarkan data UNHCR terkait populasi pengungsi, jumlah 
pengungsi di dunia meningkat secara signifikan dalam empat tahun terakhir. Di 
akhir tahun 2011, jumlah pengungsi sekitar 10,4 juta jiwa yang kemudian 
meningkat secara bertahap hingga menjadi 15,1 juta jiwa di pertengahan tahun 
2015 dimana jumlah ini merupakan tingkat tertinggi selama 20 tahun terakhir.3  
Selama tiga setengah tahun tersebut populasi pengungsi meningkat sekitar 45 
persen. Sedangkan total refugees, asylum-seekers, dan internally displaced 
persons (IDPs) yang tersebar di seluruh dunia akibat dari konflik, perang, 
kekerasan, ataupun pelanggaran HAM, secara keseluruhan mencapai 59,5 juta 
jiwa di akhir tahun 2014 yang kemudian meningkat jauh melampaui angka 60 juta 
jiwa.4 Peningkatan tersebut sebagian besar merupakan dampak dari konflik yang 
terjadi di Suriah.5  Negara-negara tujuan mereka yaitu negara-negara di Eropa, 
Amerika Utara, Asia dan Australia sesuai dengan negara-negara penandatangan 
Konvensi terkait Pengungsi tahun 1951.  
                                                          
2 Jack C. Plano & Roy Olton. 1990. Kamus Hubungan Internasional (Edisi Ketiga). Universitas 
Michigan Barat. hal. 162. 
3  UNHCR. 2015. Mid-Year Trends. Diakses dari http://www.unhcr.org/cgi-






Di kawasan Asia Pasifik sendiri, hanya sekitar 20 negara yang telah 
meratifikasi Konvensi pengungsi dan Protokol 1967. Sedangkan terkait populasi 
pengungsi, sekitar 63 persen dari 3,5 juta populasi pengungsi di kawasan Asia 
Pasifik tinggal di luar kamp pengungsian. Para pengungsi yang tinggal di luar 
kamp pengungsian lebih rentan terhadap situasi berbahaya karena perlindungan 
sulit dijangkau dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kamp. Selain itu, 
banyak di antara para pengungsi tersebut yang tidak memiliki dokumen resmi 
dalam kebijakan suaka sehingga risiko yang dihadapi yaitu detensi dan deportasi, 
keterbatasan pengungsi dalam menerima pelayanan maupun hak-hak sosial 
ekonomi mereka. Dampak lain dari ketiadaan status dan dokumen yang jelas, 
dengan mudah menjadikan mereka sebagai korban eksploitasi terutama bagi kaum 
wanita dan remaja yang sangat rentan terhadap eksploitasi seksual. 6  Tanpa 
kelengkapan dokumen dan status yang jelas dari para pengungsi ini yang 
menjadikan mereka tercatat sebagai irregular migration.  
Irregular migration dapat diartikan sebagai gerakan para imigran yang 
terjadi di luar peraturan dari negara asal atau negara pengirim, negara transit, dan 
negara tujuan atau negara penerima. Belum ada definisi yang jelas secara 
universal terkait dengan irregular migration ini. Dari perspektif negara tujuan 
mendefinisikan irregular migration sebagai orang yang masuk dan tinggal atau 
bekerja dalam suatu negara tanpa memiliki kelengkapan dokumen dalam regulasi 
keimigrasian. Sedangkan menurut perspektif dari negara pengirim atau negara 
asal imigran, melihat irregular migration sebagai suatu kasus yang dimana 
                                                          
6  UNHCR.2015. Global Appeal Update – Asia and the Pacific Summary, Diakses dari 
http://www.unhcr.org/pages/4a02d8ec6.html pada 10 maret 2016 
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seseorang melintasi batas internasional tanpa memiliki paspor ataupun dokumen 
perjalanan yang sah atau tidak memenuhi syarat administratif untuk meninggalkan 
negara asalnya.7 
Peningkatan irregular migration yang dilakukan melintasi perairan di Asia 
Tenggara ini menjadi tantangan besar bagi negara-negara di Asia Tenggara dalam 
meningkatkan perlindungan wilayah lautan. Banyaknya jumlah pengungsi yang 
rela melintasi lautan bersama dengan keluarga bahkan dengan anak-anak kecil 
dengan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencari perlindungan dan 
keamanan. UNHCR menunjukkan lonjakan yang signifikan orang-orang yang 
berangkat melintasi lautan dari daerah perbatasan Bangladesh-Myanmar di Teluk 
Bengal. Para pengungsi yang melakukan perjalanan ini banyak yang menderita 
malnutrisi bahkan hingga kematian.8 
Banyaknya pengungsi yang datang tanpa dokumen dan kelengkapan data 
administratif yang jelas, menjadikan Australia kini semakin ketat dalam menerima 
para pengungsi. Australia merupakan salah satu negara di Asia Pasifik yang 
menandatangani ratifikasi Konvensi terkait Pengungsi tahun 1951 sebagai negara 
penerima para pengungsi sehingga menjadikan Australia sebagai salah satu negara 
tujuan yang diminati oleh para pengungsi. Di tahun 2012, berdasarkan data dari 
UNHCR Asylum Trends Report, Australia menerima sekitar 15.790 pencari suaka. 
9 Namun, di tahun 2014, Australia mengurangi penerimaan pengungsi ataupun 
                                                          
7 IOM. Key Migration Terms. Diakses dari https://www.iom.int/key-migration-terms pada 5 Maret 
2016 
8  UNHCR.2015. Global Appeal Update – Asia and the Pacific Summary, diakses dari  
http://www.unhcr.org/pages/4a02d8ec6.html pada 10 maret 2016 




pencari suaka di saat krisis Suriah yang meningkatkan populasi para pengungsi 
dan pencari suaka. Australia hanya menerima sekitar 8.960 pencari suaka.10 Hal 
tersebut dibarengi dengan penerapan kebijakan baru yang diterapkan Australia 
terkait keimigrasian, yakni kebijakan Operation Sovereign Borders sebagai 
tindakan pencegahan terhadap irregular migration sebelum masuk ke negaranya.  
Kebijakan Operation Sovereign Borders atau Operasi Kedaulatan 
Perbatasan merupakan inisiatif keamanan batas negara pemerintah Australia yang 
dipimpin lembaga militer untuk menghentikan kapal-kapal penyelundup, 
mencegah orang-orang membahayakan nyawa mereka di lautan, dan menjaga 
integritas program migrasi Australia. Dengan kata lain, segala jenis imigran 
menggunakan kapal yang akan masuk ke perairan Australia tanpa visa, tidak akan 
mendapatkan izin untuk masuk ke Australia.11 Para imigran kebanyakan datang 
dari Afghanistan, Sri Lanka, Iraq, Iran, ataupun Myanmar (Burma) dimana 
mereka mengatakan mereka mendapatkan kekerasan dan penganiayaan.12 
Hal tersebut tentunya akan sangat berdampak bagi Indonesia dimana 
perairan Indonesia berbatasan langsung dengan perairan Australia. Selain itu, 
Indonesia juga merupakan negara transit bagi para pengungsi sehingga mereka 
yang memasuki perairan Australia dengan menggunakan kapal atau perahu akan 
dibalikkan lagi ke Indonesia meskipun para manusia perahu tersebut belum 
teridentifikasi status mereka apakah sebagai pengungsi dan pencari suaka dari 
                                                          
10 Ibid.  
11Operation Sovereign Borders, Diakses dari https://www.border.gov.au/about/operation-
sovereign-borders/counter-people-smuggling-communication/bahasa-indonesia-
bahasa/outside-australia-fact-sheet pada 10 maret 2016 
12  Australia Asylum: Why Is It Controversial? Diakses dari 
http://www.bbc.com/news/world-asia-28189608 pada 10 Maret 2016 
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negara konflik maupun sebagai imigran ilegal. Sehingga Indonesia secara 
otomatis harus menampung mereka tanpa status yang jelas meskipun Indonesia 
tidak termasuk dalam daftar negara tujuan pengungsi dan belum pernah 
menandatangani ratifikasi Konvensi terkait pengungsi tahun 1951. 
Keberadaan dari Bali Process sebagai bentuk kerjasama regional Asia 
Pasifik sangat diharapkan untuk menindaklanjuti isu irregular migration tersebut. 
Pada awalnya, Bali Process dibentuk pada tahun 2002 yang diinisiasi oleh 
Australia dan Indonesia dengan tujuan sebagai sarana untuk menangani masalah 
dalam people smuggling, trafficking in persons, dan bentuk transnational crime 
lainnya di kawasan Asia Pasifik. Namun seiring berjalannya waktu dan melihat 
isu tentang irregular migration yang saat ini semakin berkembang, Bali Process 
kemudian menambahkan agenda dan fokus dalam menangani masalah irregular 
migration tersebut. Di tahun 2010 dalam Bali Process, UNHCR mengajukan 
pemebentukan Regional Cooperation Framework dengan tujuan memberikan 
pengaturan praktis dalam merespon dan mengefektifkan pengaturan terhadap 
pengungsi dan irregular migration di kawasan asia pasifik. Kerangka kerjasama 
ini membantu negara-negara anggota dalam mengembangkan respon dan 
mendukung dalam menangani pergerakan tersebut.13 
Penelitian terkait dengan Bali Process sebagai bentuk kerjasama regional 
Asia pasifik memang sudah sering dibahas sebelumnya, namun hanya membahas 
peran Bali Process dalam penanganan penyelundupan manusia di tahun 2008-
                                                          
13  UNHCR. 2015. Global Appeal Update – Asia and the Pacific Summary, Diakses dari  
http://www.unhcr.org/pages/4a02d8ec6.html  pada 10 maret 2016 
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2013. 14  Sedangkan untuk penelitian ini akan melihat penanganan irregular 
migration dimulai saat terbentuknya kerangka kerjasama Bali Process di tahun 
2011 dimana irregular migration secara signifikan mulai meningkat di tahun 2010 
hingga saat ini.  
Dengan melihat keadaan para irregular migration yang tidak terkontrol, 
ketiadaan penentuan status pengungsi yang jelas, serta risiko berbahaya yang 
dihadapi para imigran dengan melintasi lautan menggunakan perahu yang 
mengancam nyawa ratusan bahkan ribuan para imigran tersebut, terkhusus bagi 
Indonesia yang merupakan salah satu negara yang paling terkena dampak dari 
pergerakan irregular migration tentu seharusnya bertindak sebagai negara proaktif 
dalam upaya untuk mengefektifkan kerangka kerjasama Bali Process tersebut, 
sehingga penulis menganggap pentingnya untuk membahas peranan Indonesia 
dalam penanganan irregular migration dalam kerangka Bali Process.    
 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Penelitian ini akan fokus pada Bali Process sejak pembentukan Regional 
Cooperation Framework di tahun 2011 untuk menangani irregular migration. 
Selain itu, penelitian ini juga lebih fokus pada Indonesia sebagai salah satu negara 
transit di Asia Pasifik yang juga paling terkena dampak oleh arus irregular 
migration disebabkan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia 
sebagai negara tujuan para imigran. Untuk lebih memfokuskan pembahasan, 
                                                          
14 Ferica Wardani. 2015. “Peran Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons, and 
Related Transnational Crime (Bali Process) dalam Menangani Penyelundupan Manusia di 
Indonesia Tahun 2008-2013” Vol. 2 No. 2, hal. 6.    
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penulis merumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai rumusan masalah dalam 
penelitian, sebagai berikut: 
1. Bagaimana peranan Indonesia dalam penanganan irregular migration 
sebagai implementasi Kerangka Bali Process? 
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi Indonesia dalam implementasi 
Kerangka Bali Process tentang irregular migration? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran Indonesia dalam penanganan 
irregular migration sebagai implementasi Kerangka Bali Process. 
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tantangan dalam pengimplementasian 
Bali Process dalam menangani irregular migration.  
Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain : 
1. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi bagi kalangan 
akademisi, khususnya mahasiswa beserta dosen-dosen Ilmu Hubungan 
Internasional ataupun masyarakat pada umumnya yang memiliki minat 
dalam mengkaji peranan Bali Process dalam manangani masalah irregular 
migration di Indonesia.  
2. Untuk memberikan informasi dan menjadi referensi tambahan bagi pengkaji 
hubungan internasional, khususnya terkait kerjasama regional dalam 
menangani isu irregular migration di Indonesia.  
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D. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian. 
Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif-analitik, dimana penelitian ini nantinya akan menggambarkan 
dan menganalisis mengenai peranan Bali Process dalam menangani 
Irregular migration di Indonesia.  
 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode Library Research 
dan studi dokumen. Library research sendiri merupakan metode dengan 
cara mengumpulkan data dari beberapa literatur yang berkaitan dengan 
masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Literatur yang akan 
digunakan oleh penulis berupa buku, jurnal, dokumen, surat kabar, situs-
situs internet ataupun laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan 
penulis teliti. 
 
3. Jenis Data 
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 
dimana data sekunder sendiri adalah data yang diperoleh dari beberapa 
literatur yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Data tersebut 
bersumber dari buku, jurnal, surat kabar, portal berita online, beserta situs-




4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang akan digunakan penulis dalam menganalisis data 
penelitian adalah kualitatif. Untuk menganalisa permasalahan, penulis 
akan menggambarkannya berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian 
menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga 
menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Penulis juga akan 
menambahkan data kuantitatif sebagai data pelengkap untuk memperkuat 
analisis kualitatif. 
 
E. Kerangka Konseptual  
1. Rezim Internasional 
Dalam hubungan internasional, Krasner memberikan definisi bahwa 
rezim internasional merupakan serangkaian prinsip, norma, peraturan, dan 
prosedur pembuatan dimana ekspektasi dari para aktornya bertemu pada area 
tertentu. 15 Rezim internasional berbeda dengan organisasi internasional, 
dimana organisasi internasional merupakan suatu institusi formal yang 
dibentuk dari adanya perjanjian antara aktor-aktor di dalam hubungan 
internasional. 16  Organisasi internasional dapat membentuk rezim, seperti 
WTO yang merupakan suatu organisasi internasional dalam mengatur masalah 
perdagangan barang dan jasa. Sedangkan aturan, nilai, dan prosedur yang 
dibuat oleh WTO itulah yang disebut sebagai rezim. Contoh lainnya yaitu 
ASEAN yang merupakan organisasi internasional kawasan Asia Tenggara. 
                                                          
15 Citra Hennida. 2015. Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan, dan 
Institusi Multilateral. Malang: Intrans Publishing.  hal. 4 
16 Ibid., Hal. 7 
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ASEAN Free Trade Area yang dibentuk baik dengan Tiongkok, Korea Selatan, 
atau Jepang merupakan sebuah rezim internasional, bukan organisasi 
internasional.17 
Seperti yang dikemukakan oleh Krasner, rezim memiliki empat 
komponen yaitu prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan. 
Prinsip merupakan pegangan awal aktor tersebut dalam berperilaku. Norma 
merupakan langkah selanjutnya setelah prinsip melekat. Sehingga prinsip dan 
norma tidak dapat berubah dan dipisahkan. Peraturan merupakan komponen 
yang sangat mudah untuk berubah. Dan komponen keempat yaitu prosedur 
pembuatan keputusan membutuhkan pendapat dari banyak pihak yang 
semakin menambah sifat subjektifitasnya. Hal-hal tersebut juga 
mempengaruhi objek lain seperti perilaku para aktor sehingga berdampak 
besar pada aturan baru yang dikeluarkan untuk menyikapi isu terkait.18 
Studi rezim internasional memberikan sumbangan penting dengan 
melengkapi aspek-aspek teknis organisasi internasional formal dengan norma-
norma dan aturan-aturan yang mengatur perilaku pemerintah. Langkah ini 





                                                          
17 Ibid., hal. 1 
18 Ibid., hal. 6 
19 Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A. Simmons. 2015. Handbook Hubungan Internasional. 
Bandung: Nusa Media. hal. 397. 
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2. Human Security    
Isu terkait keamanan sudah ada sejak awal era Westphalia sampai 
berakhirnya Perang Dingin, namun masalah keamanan dalam politik global 
terbatas pada ancaman invasi atau serangan asing. Kaum realis menganggap 
keamanan hanya terbatas pada masalah perlundungan militer terhadap 
kepentingan negara. Meskipun masalah tersebut masih terus ada, namun isu 
keamanan telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Kelangsungan 
hidup dan kesejahteraan menuntut lebih dari perlindungan militer, dan konsep 
keamanan manusia, yang dikembangkan terutama oleh kalangan liberal, 
mempertimbangkan ini. Kehidupan dan kesejahteraan manusia juga terancam 
oleh kejahatan, penyakit, perang saudara, kelaparan, kemiskinan, pelanggaran 
HAM yang dapat memicu arus pengungsi besar-besaran.20  
Semakin berkembangnya masalah pengungsi dalam beberapa dekade 
terakhir, yang kini mencakup jutaan jiwa tersebar di seluruh dunia yang lari 
dari konflik di tanah airnya, menjadikan isu pengungsi dan migran menjadi 
masalah universal. Instrumen-instrumen hukum yang berkaitan dengan 
pengungsi dan migran antara lain Konvensi Internasional 1990 tentang 
Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Protokol 
Tahun 2000 untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, 
Khususnya Wanita dan Anak-anak, dan Protokol Tahun 2000 untuk Melawan 
Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara. Namun, menurut 
Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Antonio Guterres, pengungsi 
                                                          
20  Richard W. Mansbach & Kirsten L. Rafferty. 2012. Pengantar Politik Global. Bandung: 
Nusamedia. hal. 717 
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menjadi korban “keletihan suaka,” yang tidak diakui hak-haknya oleh negara-
negara yang menganggap mereka sebagai imigran ekonomi ilegal.21 
Istilah human security pertama kali diperkenalkan oleh United Nations 
Development Program di awal tahun 1990-an pasca Perang Dingin sebagai 
cara untuk menghubungkan berbagai masalah kemanusiaan, ekonomi, dan 
sosial untuk meringankan penderitaan manusia dan menjamin keamanan.  Isu 
human security berfokus dalam perlindungan orang dengan mempromosikan 
perdamaian dan menjamin pembangunan berkelanjutan. 22  Human security 
berarti melindungi kebebasan dasar individu yang merupakan esensi 
kehidupan. Itu berarti melndungi orang dari berbagai masalah dan ancaman-
ancaman kritis.23  
 
3. Konsep Migrasi 
Pesatnya arus pengungsi dan pencari suaka yang terus menerus 
membanjiri negara-negara di seluruh belahan dunia dewasa ini, kini tidak 
dapat dipandang sebelah mata oleh dunia internasional. Sehingga dunia 
internasional pun meningkatkan kepedulian terhadap isu keimigrasian ini. 
Diawali dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa terkait status pengungsi 
yang sejak tahun  1951, dengan tujuan awal menangani para pengungsi di 
Eropa pasca Perang Dunia II. Konvensi terkait pengungsi tidak hanya 
memberikan definisi secara individu saja, tetapi membuat jelas sebagai 
                                                          
21 Ibid., hal. 749 
22Definition of Human Security dalam http://www.humansecurityinitiative.org/definition-human-
security diakses pada 30 maret 2016 
23 UNTFHS. Human Security in Theory and Practice. 2009. New York: United Nations. hal. 5 
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instrumen untuk perlindungan hak asasi manusia. Konvensi yang muncul dari 
peristiwa di Eropa ini, merupakan suatu manifestasi dari pengembangan 
sistem hukum dan lembaga internasional untuk memberikan respon dan solusi 
masalah global.24 
Isu migrasi kini menjadi persoalan yang sangat penting terutama bagi 
negara asal, negara transit, dan negara tujuan para pengungsi. Banyaknya 
pengungsi dan pencari suaka yang terus mencari perlindungan ke negara-
negara yang lebih aman, hal ini secara otomatis meningkatkan para imigran 
yang datang bukan untuk mencari suaka atau tidak dalam keadaan terancam di 
negara asalnya (imigran ilegal) maupun bagi para sindikat kriminal, seperti 
penyeludupan manusia, perdagangan manusia, dan sebagainya dengan 
memanfaatkan momen tersebut. Sehingga pengaturan migrasi terus 
dikembangkan untuk menindak pergerakan imigran yang semakin tidak 
terkontrol, baik dalam mengani para pengungsi, pencari suaka, migran ilegal 








                                                          






A. Rezim Internasional 
Studi mengenai rezim internasional merupakan upaya untuk memahami 
kondisi-kondisi seperti apa yang membuat negara bekerjasama. Studi rezim 
internasional menandai perubahan dalam studi organisasi internasional. Ada yang 
bergeser dari yang merupakan kerjasama eksklusif antara negara menjadi institusi 
formal dalam bentuk organisasi internasional. Oleh karena itu, sering terjadi 
kerincuan antara rezim dan organisasi internasional dikarenakan rezim dan 
organisasi berjalan beriringan dan terkadang terjadi tumpang tindih.25  
Rezim internasional memiliki banyak definisi namun semua definisi yang 
telah dikemukakan memiliki bentuk yang sama dan definisi yang paling sering 
digunakan diformulasikan oleh Stephen Krasner di awal tahun 1980an.26 Stephen 
Krasner memberikan definisi bahwa rezim internasional merupakan serangkaian 
prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan dimana ekspektasi 
dari para aktornya bertemu pada area tertentu dalam hubungan internasional. 
Rezim menurut Krasner merupakan variabel sela yang berdiri di antara variabel 
bebas yang berupa faktor-faktor dasar yang menjadi penyebab dan variabel terikat 
yang berupa hasil atau perilaku yang diharapkan muncul. Variabel bebas seperti 
misalnya power, kepentingan, dan nilai. Sedangkan variabel terikat ada pada 
                                                          
25 Citra Hennida. Loc.Cit 
26  Richard Little.2009. “International Regimes” dalam The Globalization of World Politics, 
Oxford, Oxford University Press,  hal. 302 
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permasalahan apakah rezim bisa memberikan pengaruh yang berbeda atas hasil 
dan perilaku aktor.27  
Rezim memiliki empat komponen yaitu prinsip, norma, peraturan, dan 
prosedur pembuatan keputusan. Prinsip yang merupakan pegangan awal aktor 
dalam berperilaku. Norma merupakan langkah selanjutnya setelah prinsip telah 
melekat. Sehingga, prinsip dan norma tidak dapat diubah ataupun dipisahkan. 
Sedangkan komponen ketiga yaitu peraturan sangat mudah untuk berubah dan 
komponen terakhir yaitu prosedur pembuatan keputusan membutuhkan pendapat 
dari banyak pihak yang semakin menambah sifat subjektifitasnya. Hal-hal tersebut 
juga mempengaruhi objek lain seperti perilaku para aktor sehingga akan 
berdampak besar pada hasil dimana hasil yang dimaksudkan yaitu aturan baru 
yang dikeluarkan untuk menyikapi isu terbaru.28  
Pendapat yang sama megenai definisi rezim internasional juga 
dikemukakan oleh para pemikir lainnya, yaitu Kaohane dan Nye. Keohane dan 
Nye mendefinisikan rezim sebagai seperangkat aturan yang mengatur yang 
meliputi jaringan atas aturan, norma dan prosedur yang mengatur perilaku dan 
mengontrol dampak atas perilaku tersebut.29Studi rezim internasional memberikan 
sumbangan penting dengan melengkapi aspek-aspek teknis organisasi 
internasional formal dengan norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur 
                                                          
27 Krasner, dalam Citra Hennida, Op.Cit., hal. 3 
28 Ibid., hal. 6 
29 Keohane dan Nye, Ibid, hal. 6 
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perilaku pemerintah. Langkah tersebut memungkinkan kerangka kerja yang lebih 
padu bagi analisis lembaga formal dan informal.30 
Menurut Krasner, perkembangan rezim-rezim internasional terjadi karena 
adanya pengaruh dari perkembangan metodologi dalam ilmu hubungan 
internasional yang diawali dengan munculnya perspektif baru yaitu conventional 
structural yang menyebutkan bahwa rezim-rezim internasional kurang atau tidak 
berguna karena dalam pandangan ini negara memiliki sifat yang egois. Negara 
membentuk rezim karena memiliki berbagai motif yang dekat dengan kepentingan 
domestiknya. 31  Gerakan rezim mewakili upaya untuk berteori tentang 
pemerintahan internasional yang lebih luas. Ia menurunkan studi organisasi 
internasional sebagai aktor dan sebagai gantinya mulai fokus pada aturan-aturan 
atau bahkan pemahaman yang dianggap mempengaruhi perilaku pemerintah. 
Rezim kemudian dipandang sebagai titik pandang (focal point) tempat 
berkumpulnya harapan aktor.32 Rezim harus dipahami sebagai sesuatu yang lebih 
dari sekadar pengaturan sementara yang berubah setiap terjadi pergeseran 
kekuatan atau kepentingan. Keohane mencatat bahwa analisis perbedaan 
mendasar harus dibuat antara rezim dan perjanjian di mana perjanjian bersifat 
sementara, sedangkan tujuan dari rezim adalah untuk memfasilitasi perjanjian.33 
Peran rezim dapat dilihat dari penjelasan tiga pandangan. Pertama, 
pandangan dari struktur konvensional yang berpendapat bahwa konsep rezim 
                                                          
30 Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A. Simmons. 2015. Handbook Hubungan Internasional. 
Bandung: Nusa Media. Hal. 397 
31 Krasner, dalam Citra Hennida, Op. Cit., hal. 11 
32 Krasner, dalam Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A. Simmons, Op. Cit., hal. 397 
33  Stephen D. Krasner. 2001. Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as 
Intervening Variable., hal. 186 
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tidak ada gunanya, jika tidak maka perannya menyesatkan. Susan Strange 
berpendapat bahwa bukan rezim yang mempengaruhi perubahan perilaku, 
melainkan hubungan power dan persepsi atas kepentingan nasional yang 
mempengaruhi perilaku negara dalam sistem internasional. Aktor dalam sistem 
internasional adalah aktor rasional yang sifatnya self-seeking. Aktor internasional 
bisa berupa individu, perusahaan, kelompok, kelas dalam masyarakat, atau pun 
negara. Mereka beroperasi dalam sistem atau lingkungan yang ditentukan oleh 
kepentingan, power dan interaksi di antara mereka.34  
Kedua, pandangan dari modifikasi struktural yang menyatakan bahwa 
rezim memiliki peranan, namun peranan tersebut hanya muncul dalam kondisi 
yang terbatas.Pandangan ini menitikberatkan pada kedaulatan negara, bahwa 
negara berdaulat akan selalu mencari cara untuk memaksimalkan kepentingan dan 
powernya. Di dalam sistem internasional rezim muncul sebagai bentuk perjanjian 
yang dilakukan secara sukarela oleh aktor-aktor yang seimbang. Rezim 
dikembangkan pada pemikiran bahwa negara-negara berdaulat menginginkan 
keberadaannya agar tetap lestari untuk itu rezim diperlukan dimana rezim 
berfungsi sebagai koordinator perilaku negara atas isu-isu tertentu. Tujuannya 
agar masing-masing negara dapat memperoleh hasil yang maksimal atas isu 
tertentu tersebut.35  
Ketiga, pandangan Grotian yang melihat rezim sebagi sesuatu yang 
pervasif, sebagai atribut yang melekat pada perilaku manusia yang kompleks. 
Pandangan ini bisa ditemukan dalam tulisan Raymond Hopkins, Donald Puchala, 
                                                          
34 Citra Hennida, Op. Cit., hal. 14 
35 Ibid., hal 16 
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dan Oran Young. Hopkins dan Puchala menyimpulkan bahwa rezim ada dalam 
semua wilayah hubungan internasional, bahkan pada kondisi rivalitas dimana 
biasanya menyelesaikan dalam kondisi situasi yang anarki. Negarawan akan 
melihat dirinya selalu terikat pada prinsip, norma, dan aturan yang menentukan 
perilakunya. Oleh karenanya, konsep rezim bergerak melampaui perspektif realis. 
Menurut pandangan Grotian, pendekatan realist terbatas untuk dapat menjelaskan 
situasi dunia yang semakin kompleks, saling tergantung, dan semakin 
berbahaya.36 
Adapun pendekatan-pendekatan dalam menganalisis suatu rezim 
internasional, yaitu pendekatan realis (berbasis power) dan pendekatan berbasis 
kepentingan (institusionalis). Pendekatan berbasis power lebih banyak bersikap 
skeptis mengenai rezim internasional dan organisasi internasional di dalamnya. 
Realis memandang bahwa suatu rezim tidak akan berhasil ketika ada distribusi 
power yang sifatnya asimetris. Negara yang kuat akan melakukan apapun sesuka 
mereka dan menggunakan rezim dan institusi yang ada kearah kepentingan 
mereka. Asumsi dasar lainnya dari pandangan realis adalah melihat hubungan 
internasional bukanlah arena peperangan, namun sebagai bentuk kompetisi 
keamanan dimana kemungkinan perang selalu ada. Oleh karenanya dunia damai 
tanpa kompetisi adalah tidak mungkin karena sifat dasar negara selalu merasa 
tidak aman dan kompetitif.37  
Stein menuturkan bahwa rezim internasional dapat dikatakan ada ketika 
terdapat paksaan atau aturan yang mengatur interaksi antara pihak yang satu 
                                                          
36 Hopkins dan Puchala, Ibid., hal 17 
37 Citra Hennida, Op.Cit., hal. 79  
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dengan yang lainnya dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak tersebut 
tidak bersifat independen melainkan interdependen. Sebaliknya, keberadaan rezim 
internasional dalam dunia anarki tidak dapat dikatakan ada apabila segala tingkah 
laku negara dalam kaitannya dengan hubungan internasional terjadi tanpa paksaan 
dan keputusan dapat diambil secara independen sehingga dalam kondisi tersebut 
tidaka dibutuhkan adanya rezim internasional. 38  Kunci dari pendekatan realis 
dalam menganalisis rezim internasional, yakni: 
1. Rezim memungkinkan negara untuk berkoordinasi. 
2. Rezim menghasilkan keuntungan yang berbeda untuk setiap negara. 
3. Power merupakan sifat utama dari pembentukan dan perkembangan 
rezim. 
4. Sifat tatanan dunia tergantung pada prinsip dan norma rezim.39  
 
Pendekatan liberal institusional dari pandangan kaum neoliberal ini adalah 
pendukung dari kemunculan rezim dan organisasi internasional. Realis dan 
neoliberal sama-sama memandang pada rasionalisme terhadap perilaku aktor. 
Aktor selalu mencari cara untuk mencapai kepentingannya. Untuk mencapainya, 
aktor melakukan maksimalisasi utilitas individu, dan negara dianggap sebagai 
refleksi atas apa yang diinginkan oleh individu. Dalam level internasional, 
kepentingan-kepentingan tersebut bertemu dan dinegosiasikan dalam bentuk 
kerjasama.40  
                                                          
38 Stein, Ibid. hal 81 
39 Richard Little, Op.Cit., hal. 301 
40 Citra Hennida, Op.Cit., hal. 96 
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Kaum neoliberal percaya bahwa negara adalah aktor rasional yang egois 
yang peduli hanya pada keuntungan dan kerugian mereka semata. Sedangkan 
bedanya dengan kaum realis menganggap bahwa dalam bekerjasama yang 
dipentingkan adalah keuntungan-keuntungan yang dapat dicapai negara diukur 
dengan seberapa banyak yang diperoleh negara lain. Neoliberal juga lebih 
menekankan bahwa rezim adalah fenomena yang berdasar pada kepentingan 
dimana titik tekan rasionalitas ada pada pembentukannya, pemeliharaan dan 
pembubaran rezim. Neoliberal sepakat bahwa kerjasama dipengaruhi oleh 
hubungan power tapi kepentingan antar pihak dan harapan akan hasil yang dicapai 
kemudian yang lebih penting. 41  Kunci dari pendekatan liberal institusionalis 
dalam menganalisis rezim internasional, yaitu: 
1. Rezim memungkinkan negara berkolaborasi. 
2. Rezim mendukung kebaikan bersama. 
3. Rezim berkembang baik ketika dikelola dan didukung dengan 
hegemon jinak. 
4. Rezim mendukung globalisasi dan tatanan dunia liberal.42  
 
Sebuah rezim dapat diasosiasikan dengan perjanjian yang sangat formal 
atau bahkan munculnya organisasi internasional. Namun, rezim dapat pula terjadi 
meskipun tidak adanya perjanjian yang formal. Secara historis, perjanjian 
informal antar negara telah dibentuk dengan dasar prioritas. Rezim internasional 
kemudian dapat diklasifikasikan menjadi empat bentuk rezim, yaitu : 
                                                          
41 Ibid., hal. 97 
42 Richard Little, Op.Cit., hal. 301 
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1. No regime, di mana keadaan ini tidak adanya bentuk perjanjian 
ataupun aturan yang akan ditaati. 
2. Tacit regime, keadaan ini meskipun tidak adanya aturan formal, 
namun ada kemungkinan aturan-aturan yang bersifat informal yang 
akan ditaati.  
3. Dead-letter regime, di mana keadaan ini adanya aturan formal yang 
telah ditetapkan, namun aturan-aturan tersebut tidak ditaati. 
4. Full-blown regimes, dimana adanya aturan formal dan aturan-aturan 
tersebut dijalankan dan ditaati.43   
 
B. Human Security 
Isu keamanan sudah lama menjadi pembahasan dalam disiplin ilmu 
hubungan internasional. Bahkan isu keamanan sudah ada sejak awal era 
Westphalia namun masih terbatas dalam cakupan invasi wilayah dan serangan 
asing.44   Makna keamanan mulai mengalami pergesaran menjadi makna yang 
lebih luas setelah berakhirnya Perang Dingin. Keamanan bukan lagi hanya 
terfokus pada persoalan militer dan state-centered, namun kini lebih menjadi 
people-centered. Berkembangnya definisi dari keamanan ini adalah reaksi 
terhadap isu-isu kemanusiaan yang kini terus berkembang di dunia, seperti isu 
pengungsi dan imigran yang membanjiri dunia dampak dari perang dan konflik, 
kekerasan domestik yang juga melibatkan anak dan wanita yang harus 
menghadapi ancaman serta kekerasan seksual. Sedangkan anak-anak yang tidak 
                                                          
43 Ibid., hal. 303 
44 Richard W. Mansbach & Kirsten L. Rafferty. Loc. Cit. 
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mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan karena sudah harus 
bekerja di usia sini.45 Pelanggaran hak asasi manusia, terorisme, dan segala hal 
yang dapat mengakibatkan individu atau masyarakat dalam keadaan rentan, 
terancam dan tidak aman. Ketiadaan keamanan dalam hukum dan hak-hak untuk 
memeperolehnya menjadi manusia dalam keadaan “insecurity”. Insecurity pada 
manusia pada masa saat ini, terutama terkait dengan isu imigran sangat    
Menurut Barry Buzan, keamanan berbicara tentang mengejar kebebasan 
dari ancaman dan kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan 
identitas independen serta integritas fungsional mereka terhadap perubahan yang 
dinilai sebagai perseteruan. Inti dari keamanan adalah kelangsungan hidup, tetapi 
juga dapat mencakup berbagai kekhawatiran dalam kondisi apapun sehingga 
kekhawatiran yang hanya mencakup dalam mengidentifikasi ancaman sebagai 
penggunaan kekuatan dan menjadi hal signifikan yang harus mendapat tindakan 
darurat, bukan lagi menjadi satu-satunya yang mendapatkan label terpenting 
“keamanan”. Konsep keamanan kini mencakup tentang ketidakpastian dalam 
keberlangsungan hidup.46      
Kofi Annan berpendapat bahwa pemahaman baru dalam konsep keamanan 
telah berkembang. Yang pada mulanya hanya identik dengan pertahanan teritori 
dari serangan eksternal, persyaratan keamanan saat ini telah mencakup 
perlindungan individu maupun masyarakat dari kekerasan internal. Butuhnya 
pendekatan yang lebih berpusat pada manusia untuk keamanan diperkuat oleh 
                                                          
45 Surichai Wun’gaeo. 2003. Challenges to Human Security in a Borderless World. Bangkok: 
Friedrich Naumann Stiftung. hal. 90 
46 Barry Buzan, dalam Marianne Stone. 2009. Security According to Buzan: A Comprehensive 
Security Analysis. New York: Columbia University, hal. 1 
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bahaya berkelanjutan dalam penggunaan senjata pemusnah massal terutama 
senjata nuklir.47  
Commission of Human Security juga memberikan definisi dalam human 
security yang didefinisikan sebagai perlindungan hal-hal penting dari seluruh 
kehidupan manusia dengan cara yang meningkatkan kebebasan dan pemenuhan 
hidup manusia. Keamanan manusia berarti melindungi kebebasan yang 
fundamental dimana kebebasan adalah inti dari kehidupan. Artinya adalah 
melindungi manusia dari situasi kritis dan segala ancaman, membangun kekuatan 
dan aspirasi masyarakat, menciptakan sistem politik, sosial, lingkungan, ekonomi, 
militer dan budaya serta bersama membangun kehidupan dan martabat manusia.48 
Secara keseluruhan Commission of Human Security dalam mengkonsep kembali 
arti keamanan secara fundamental yakni : 
i. membuang pemahaman tradisional dimana konsep keamanan 
sebagai state-centric yang hanya terfokus pada keamanan negara 
dari agresi militer, menjadikan pemahaman yang konsentrasi dalam 
keamanan setiap individu dan bagaimana perlindungan dan 
pemberdayaan terhadap masyarakat; 
ii. memberikan perhatian yang lebih terhadap berbagai ancaman yang 
melintasi segala aspek dari kehidupan manusia dengan 
mementingkan keamanan, pembangunan, dan hak asasi manusia; 
                                                          
47  Definition of Human Security, diakses melalui  
http://www.gdrc.org/sustdev/husec/Definitions.pdf pada 28 Juli 2016 
48 UNTFHS. 2009. Human Security in Theory and Practice, hal. 5 
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iii. meningkatkan integrasi, koordinasi dan pendekatan people-
centered untuk meningkatkan perdamaian, keamanan dan 
pembangunan di dalam maupun antar negara.49  
 
Esensi dasar dari human security terfokus pada empat karakteristik. 
Pertama, Human security merupakan masalah universal dimana relevan dengan 
setiap orang, di negara kaya maupun miskin. Banyaknya ancaman-ancaman yang 
secara umum dialami oleh seluruh manusia seperti pengangguran, narkotika, 
kejahatan, polusi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun intensitasnya 
berbeda-beda dari setiap bagian dunia dan lainnya, namun semua ancaman 
terhadap human security ini adalah nyata dan terus berkembang. Kedua, 
komponen human security adalah interdependen. Ketika keamanan orang dalam 
keadaan terancam di mana saja di dunia, semua negara akan terlibat. Kelaparan, 
penyakit, perdagangan narkotika, terorisme, konflik etnis, disintegrasi sosial 
bukan lagi masalah yang terisolasi hanya dalam satu negara, melainkan akan 
membawa dampak secara internasional.  
Ketiga, human security lebih menitikberatkan pada tindakan pencegahan 
dini daripada intervensi nanti yang memakan biaya lebih murah. Semisal, dengan 
memberikan pendidikan peduli kesehatan dan keluarga berencana untuk 
membantu pencegahan penularan penyakit mematikan seperti HIV/AIDS. 
Keempat, human security bersifat people-centered yang fokus terhadap 




bagaimana manusia dapat hidup dengan bebas dari ancaman dan damai dalam 
masyarakat.50 
United Nations Development Programme (UNDP) dalam Human 
Development Report 1994, menyatakan bahwa ada dua komponen utama dalam 
mendefinisikan human security yakni kebebasan dari rasa takut atau freedom from 
fear dan kebebasan mendapatkan apa yang diinginkan atau freedom from want. 
Dua komponen kebebasan tersebut diambil dari pembukaan Universal 
Declaration of Human Rights, yang merupakan dua dari empat kebebasan yang 
dikemukakan oleh Franklin D. Roosevelt dalam pidatonya tahun 1941, yaitu 
kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan beribadah, kebebasan 
mendapatkan yang diinginkan, dan kebebasan dari rasa takut. Kemudian di tahun 
1990-an ditambahkan kebebasan untuk hidup bermartabat.51   
UNDP mengemukakan secara spesifik bahwa ada tujuh dimensi human 
security yang wajib diperhatikan oleh setiap negara, yaitu: 
1. Economic Security (Keamanan Ekonomi): adanya jaminan untuk 
penghasilan dasar bagi setiap individu, biasanya dari lahan produktif 
atau remuneratif yang berasal dari anggaran keuangan publik. Namun, 
saat ini hanya sekitar seperempat dari penduduk dunia yang dikatakan 
aman secara ekonomi. 
2. Food Security (Keamanan pangan): ketersediaan pangan dan akses 
untuk mendapatkan makanan pokok bagi setiap orang baik untuk 
kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan fisik. Setiap orang memiliki 
                                                          
50 UNDP. 1994. Human Development Report, hal. 22 
51 UNDP. Human Security – A Thematic Guidance Note for Regional and National Development 
Report Teams, hal. 2 
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hak untuk makanan dan akses untuk makanan tersebut. Banyak orang 
yang mengalami kelaparan ini bukan disebabkan karena 
ketidaktersediaan bahan makanan, tetapi karena banyaknya orang 
yang tidak mampu membeli makanan tersebut.  
3. Health Security (Keamanan kesehatan): adanya jaminan perlindungan 
kesehatan untuk setiap orang di setiap negara, baik negara maju 
maupun negara berkembang. Perlindungan dari penyakit atau pun dari 
pola hidup yang tidak sehat yang disebabkan oleh malnutrisi, 
ketersediaan air bersih yang kurang, persediaan obat-obatan, polusi 
lingkungan, dan sebagainya.  
4. Environmental Security (Keamanan lingkungan): Keamanan untuk 
setiap orang dari masalah lingkungan, seperti polusi udara, global 
warming, pencemaran atau kebakaran hutan, ataupun ancaman-
ancaman dari kerusakan lingkungan lainnya.  
5. Personal Security (Keamanan individu): Perlindungan untuk setiap 
individu dari kekerasan fisik baik dari dalam maupun luar negeri. 
Bentuk-bentuk ancaman yang sering terjadi bagi setiap individu, 
seperti ancaman dari dalam negeri (kekerasan fisik), ancaman dari 
negara lain (perang), ancaman dari suatu kelompok tertentu (konflik 
etnik), ancaman dari individu atau kelompok terhadap individu atau 
kelompok lain (kejahatan, kekerasan di jalan), ancaman terhadap 
perempuan (pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga), ancaman 
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terhadap anak-anak (pelecehan atau pun kekerasan pada anak), 
ancaman dari diri sendiri (bunuh diri, penggunaan narkoba).  
6. Community Security (Keamanan komunitas): Perlindungan terhadap 
suatu komunitas tradisional seperti kelompok etnik, agama, ras, dan 
sebagainya dari ancaman-ancaman kekerasan oleh masyarakat.  
7. Political Security (Keamanan politik): Keamanan yang terfokus 
bahwa manusia seharusnya dapat hidup dalam masyarakat yang telah 
menghormati dan menghargai hak asasi manusia.52  
 
Ketujuh dimensi human security tersebut dapat saling tumpang tindih. 
Ancaman terhadap human security saling memperkuat dan saling terhubung satu 
sama lain dalam dua cara. Pertama, Semua saling terkait dalam efek domino di 
mana setiap ancaman mempengaruhi ancaman lainnya. Misalnya, konflik 
kekerasan dapat menyebabkan kekurangan dan kemiskinan yang kemudian 
mengarah pada penipisan sumber daya, penyakit menular, defisit pendidikan, dll. 
Kedua, ancaman dalam suatu negara atau daerah tertentu dapat menyebar ke 
daerah yang lebih luas dan memberikan dampak eksternal negatif terhadap 
keamanan regional dan internasonal.53   
Berbicara mengenai human security tidak dapat terlepas dari 
keterkaitannya dengan state security. Meskipun state security hanya terpusat 
langsung pada ancaman yang akan membahayakan negara, terutama dalam bentuk 
serangan militer, human security memberikan cakupan yang luas dari berbagai 
                                                          
52 UNDP. 1994. Human Development Report, Op. Cit., hal. 24-33 
53 UNTFHS. 2009. Human Security in Theory and Practice, Op. Cit., hal 6 
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ancaman yang dihadapi oleh individu dan masyarakat. Dengan demikian hal ini 
tentunya melibatkan aktor yang lebih luas seperti komunitas lokal, organisasi 
internasional, masyarakat sipil maupun negara itu sendiri. Meskipun demikian, 
human security tidak dimaksudkan untuk menggantikan state security justru 
saling melengkapi. Human security dan state security saling memperkuat satu 
sama lain. Tanpa adanya human security, state security tidak dapat tercapai begitu 
pula sebaliknya.54  
 
C. Konsep Migrasi  
Migrasi merupakan perpindahan dari satu negara ke negara lainnya dengan 
tujuan untuk menetap secara permanen maupun semi permanen. International 
Organisation for Migration (IOM) mendefinisikan migran sebagai orang yang 
bergerak atau berpindah melintasi batas negara atau perbatasan internasional dari 
negara asalnya, terlepas dari status hukum seseorang, apakah dilakukan secara 
sukarela atau keadaan terpaksa, penyebab dari perpindahan, atau pun lama waktu 
untuk tinggal.55   
Masalah keimigrasian saat ini bukan masalah yang dapat dipandang 
sebelah mata oleh setiap negara di seluruh dunia. Masalah imigrasi menjadi 
semakin krusial terutama dibarengi dengan pesatnya arus pengungsi dan pencari 
suaka yang secara otomatis menjadi persoalan penting bagi negara-negara asal 
atau negara pengirim, negara transit, dan negara tujuan atau negara penerima 
pengungsi. Persoalan tersebut yang kemudian mengarah pada setiap negara untuk 
                                                          
54 Ibid, hal 12 




menindak pergerakan para migran yang tidak terkontrol dengan mengembangkan 
pengaturan imigrasi yang melintasi batas negara mereka demi menjaga keamanan 
negaranya. 
Faktor yang mendasari para imigran untuk meninggalkan negara asal 
mereka dan ingin menetap ke negara lain biasanya untuk mencari perlindungan ke 
negara lain akibat dari kondisi negara yang mengancam nyawa dan keamanan 
mereka. Imigran inilah yang disebut sebagai pencari suaka atau pencari suaka. 
Pencari suaka meninggalkan negaranya dalam situasi ireguler dan tanpa hukum, 
sehingga mereka harus menunggu keputusan untuk penentuan status mereka 
sebagai pengungsi sesuai perosedur yang telah ditetapkan.56  Pengungsi sendiri 
berbeda dengan pencari suaka meski pun masih saling berkaitan. Berdasarkan 
Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa terkait status pengungsi, mendefinisikan 
pengungsi sebagai: 
A person who owing to well-founded fear of being persecuted for reasons 
of race, religion, nationality, membership of a particular social group or 
political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, 
owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that 
country; or who, not having a nationality and being outside the country of 
his former habitual residence as a result of such events, is unable or, 
owing to such fear, is unwilling to return to it.57 
 
Konvensi Pengungsi Tahun 1951 tersebut menjadi salah satu landasan bagi 
negara-negara sebagai aturan migrasi internasional dalam perlindungan terhadap 
hak para pengungsi. Konvensi terkait pengungsi dinegosiasikan pada masa pasca 
Perang Dunia II yang dimaksudkan untuk menangani masalah pengungsi di Eropa 
yang timbul dari kekacauan pasca perang. Secara khusus ditujukan untuk para 
                                                          
56 Ibid. 
57 UNHCR. 2010. Convention and Protocol Relating to The Status of Refugees. Geneva. Diakses 
melalui http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf pada 1 Agustus 2016  
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korban Nazi dan rezim fasis lainnya. Konvensi terkait pengungsi tidak hanya 
memberikan definisi secara individu saja, tetapi membuat jelas sebagai instrumen 
untuk perlindungan hak asasi manusia. Konvensi yang muncul dari peristiwa di 
Eropa ini, merupakan suatu manifestasi dari pengembangan sistem hukum dan 
lembaga internasional untuk memberikan respon dan solusi masalah global.58     
Migrasi biasanya dilakukan disaat penduduk merasa tidak mendapat 
kehidupan yang baik di negaranya. Para imigran yang masuk atau melintasi batas 
negara tanpa memiliki kelengkapan dokumen perjalanan yang sah atau tidak 
memenuhi syarat administratif untuk meninggalkan suatu negara menjadikan 
pergerakan ini sebagai irregular migration, terlepas dari apakah mereka pencari 
suaka, pengungsi, ataupun imigran ilegal.  
Penggunaan istilah irregular migration ditekankan sebagai segala jenis 
imigran yang melakukan perjalanan melintasi batas internasional dengan cara 
ireguler. Meskipun tidak ada definisi jelas secara universal, namun penggunaan 
kata “irregular” digunakan agar dapat dibedakan dengan kata “illegal”, di mana 
kata ilegal sendiri mengacu sebagai tindakan kriminal sedangkan kebanyakan para 
irregular migrants bukan kriminal. Selain itu, berdasarkan perhatian khusus dari 
UNHCR, bahwa menggunakan label “illegal” terhadap pencari suaka yang 
menemukan diri mereka dalam situasi ireguler dapat membahayakan klaim suaka 
mereka.59  
                                                          
58 Susan Kneebone, Loc. Cit.  
59 Global Commission on International Migration (GCIM). Irregular Migration, State Security, 
and Human Security. 2005. University College London. Diakses melalui 
https://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/policy_and_res
earch/gcim/tp/TP5.pdf pada 2 Agustus 2016 
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Selain itu, irregular migration juga meliputi orang-orang yang masuk ke 
suatu negara tanpa wewenang atau dengan menggunakan dokumen palsu; orang 
yang menetap di suatu negara dalam keadaan bertentangan dengan wewenangnya, 
seperti orang yang tetap tinggal setelah berakhirnya izin visa atau izin bekerja 
mereka, melalui perkawinan palsu atau adopsi palsu, sebagai mahasiswa palsu 
atau pekerja palsu; orang yang digerakkan oleh penyelundup migran atau 
perdagangan manusia; dan mereka yang menyalahgunakan sistem suaka.60  
Untuk perlindungan terhadap para pengungsi dan pencari suaka telah 
diatur secara internasional dengan prinsip non-refoulment. Prinsip non-refoulment 
ini telah diatur dalam Pasal 33 ayat 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa 
Terkait Pengungsi, yang menyatakan bahwa tidak satu pun dari negara-negara 
yang meratifikasi konvensi dapat mengusir atau memulangkan kembali seorang 
pengungsi dengan cara apapun ke wilayah-wilayah di mana kehidupan dan 
kebebasan mereka akan terancam karena alasan ras, agama, kebangsaan, 
keanggotaan kelompok sosial tertentu atau pendapat politik.61  
Prinsip non-refoulment meliputi penerimaan dan non-rejection pada 
perbatasan suatu negara dengan demikian mereka memiliki hak untuk mencai 
suaka. Secara teori, prinsip tersebut berlaku untuk setiap orang terlepas dari 
apakah mereka memenuhi standar sebagai pengungsi sesuai dengan konvensi 
terkait pengungsi 1951, dan implementasi kelakuan baik pada prinsip mewajibkan 
negara dapat mempertimbangkan apakah seseorang berhak untuk mendapatkan 
                                                          
60 Ibid., hal. 6 
61 UNHCR. Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees. 2010. Geneva. Diakses 
melalui http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf pada 2 Agustus 2016 
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perlindungan sebelum memulangkan mereka. 62  Meskipun demikian, masih 
banyak negara yang tidak ikut serta untuk meratifikasi konvensi pengungsi 
tersebut dengan berbagai pertimbangan suatu negara tidak ikut serta dalam 
ratifikasi konvensi terkait pengungsi 1951, semisal ketidaksanggupan negara 
dalam melaksanakan setiap hak untuk pengungsi yang menjadi faktor utama 
sebagai kendala jalannya konvensi secara efektif.  
Hak untuk mencari suaka dan hak untuk menentang refoulment merupakan 
kunci dari perlindungan para pengungsi. Dalam dekade terakhir, perlindungan 
telah melemah disebabkan berbagai langkah yang dilakukan di tataran negara 
sebagai tanggapan terhadap “masalah” pengungsi, seperti langkah untuk larangan 
masuk, pencegatan, pemrosesan di tempat jauh dari daratan negara (offshore 
processing), aplikasi yang terbatas untuk penentuan pengungsi, penerapan konsep 
“safe third country” yang didasarkan pada pemahaman bahwa tidak ada tanggung 
jawab untuk memproses pencari suaka jika perlindungan dapat ditemukan di 
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BALI PROCESS DAN IRREGULAR MIGRATION DI INDONESIA 
 
A. Kebijakan Indonesia terkait Imigran 
 
Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar 
wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya 
kedaulatan negara. 64  Adapun fungsi keimigrasian yaitu bagian dari urusan 
pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan 
hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan 
masyarakat.65 Sedangkan untuk pengertian imigran sendiri yaitu seseorang atau 
sekelompok orang yang melakukan perpindahan dari negara asal ke negara lain 
dengan tujuan untuk menetap baik secara permanen ataupun tidak, serta baik 
secara sukarela ataupun dalam keadaan terpaksa. Status para imigran 
dispesifikasikan berdasarkan alasan mereka meninggalkan negara asalnya dan 
ingin menetap di negara lain, antara lain sebagai refugees, pencari suakas, 
circular migration, labour migration, internally displaced person (IDP), 
trafficking in persons, bahkan hingga irregular migrations. 
Secara geografis, letak Indonesia yang berada di antara dua samudera dan 
dua benua yang menjadikan Indonesia sebagai penghubung antara benua Asia dan 
benua Australia. Sehingga hal tersebut pula yang mendasari Indonesia sebagai 
negara transit utama oleh para imigran untuk menuju ke Australia sebagai negara 
                                                          
64  Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, diakses melalui 
http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undang-Undang/uu-6-tahun-2011.pdf pada 2 
Agustus 2016 
65 Ibid., pasal 1 ayat 2 
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tujuan mereka. Selain itu, Indonesia yang merupakan negara kepulauan tentu 
memiliki banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh para imigran gelap yang 
tidak serta merta mempunyai tujuan yang sama, ada yang menjadikan Indonesia 
sebagai negara transit sebelum menuju ke Australia, namun banyak pula yang 
memang ingin tinggal guna mendapatkan penghidupan yang lebih layak daripada 
di negara asalnya.66  
Menurut Direktur Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, mengatakan 
bahwa permasalahan keimigrasian saat ini tidak hanya didominasi oleh satu 
negara tertentu, melainkan karena sifatnya yang alamiah, keimigrasian akan 
melibatkan negara. Indonesia karena letak geografisnya yang khas, menempatkan 
dirinya sebagai satu jalur utama pergerakan manusia menuju Australia yang 
memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan kesempatan hidup yang lebih 
layak.67  
Dalam menghadapi hal tersebut, Indonesia telah memiliki kebijakan-
kebijakan dalam penanganan imigran yang telah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2011 dibuat sebagai pembaharuan undang-undang sebelumnya yakni Undang-
                                                          
66  Badan Penanganan Sumber Daya Manusia dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia.  Imigrasi Nasional dan Problem Pencari suaka. Diakses 
melalui  http://bpsdm.kemenkumham.go.id/artikel-bpsdm/130-imigrasi-nasional-dan-
problem-pencari-suaka  pada 5 Agustus 2016 
67 Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia: Pidato Direktur Jenderal 
Imigrasi dalam Desiminasi Kebijakan Keimigrasian dan Kekonsuleran kepada Perwakilan 
Negara dan Organisasi Asing Tahun 2014. Diakses melalui 
http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/461-desiminasi-kebijakan-
keimigrasian-dan-kekonsuleran-kepada-perwakilan-negara-dan-organisasi-asing pada 
tanggal 5 Agustus 2016  
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Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dimana undang-undang lama 
tersebut sudah tidak memadai lagi dan masih memiliki banyak permasalahan yang 
belum diatur terutama dalam memasuki perubahan zaman yang ditandai dengan 
bergulirnya globalisasi dengan pesat di segala sektor kehidupan masyarakat dunia 
dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang 
menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang 
sebelumnya bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, 
bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat 
kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban 
untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian 
kehidupan universal.68  
Ada pula kebijakan selektif (selective policy) yang diterapkan di mana 
kebijakan ini menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang 
asing yang memperoleh izin tinggal ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula 
bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai 
dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. 69  Pemerintah Republik 
Indonesia menerapkan Kebijakan Selektif (selective policy). Esensi dari kebijakan 
ini merupakan landasan utama dari setiap peraturan keimigrasian bagi Orang 
Asing, yaitu hanya Orang Asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan 
keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah 
Indonesia.70  
                                                          
68 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011. Op. Cit. 
69 Ibid. 
70  Direktorat Jenderal Imigrasi: Aplikasi Pelaporan Orang Asing diakses melalui 
http://apoa.imigrasi.go.id/poa/tentang_aplikasi pada 13 Agustus 2016 
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Perlu diketahui juga bahwa Indonesia merupakan negara yang belum 
pernah meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1951 terkait Pengungsi dengan alasan 
bahwa Indonesia masih belum mampu menyejahterakan seluruh warga negara 
Indonesia sendiri sehingga butuh pertimbangan yang matang untuk menjadi 
negara pihak dalam konvensi terkait pengungsi tersebut.71 Meskipun demikian, 
Indonesia tetap menerapkan prinsip-prinsip yang telah diatur dan tetap menjaga 
stabilitas keamanan manusia sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 Ayat 1-3 
dalam UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi: (1) Setiap 
orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan 
sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak 
atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta 
mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. (3) Setiap 
orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, 
tanpa diskriminasi.72   
Dan juga Pasal 4 dalam UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia yaitu, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 
kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, 
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
                                                          
71  CNN Indonesia. Kemenlu Siapkan Rancangan Perpres Tekait Pengungsi, diakses melalui 
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150522182924-106-55109/kemenlu-
siapkan-rancangan-perpres-terkait-pengungsi/ pada 13 agustus 2016 
72  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Diakses melalui 
http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/44/408.bpkp pada 2 Agustus 2016 
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manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.73 
Secara keseluruhan dalam kebijakan keimigrasian Indonesia, para imigran yang 
masuk ke wilayah Indonesia tanpa status yang jelas dikategorikan sebagai imigran 
ilegal dan akan ditempatkan di rumah detensi hingga ketetapan status mereka 
sebagai pengungsi ataupun pencari suaka telah selesai diidentifikasi oleh UNHCR.  
Sebelum adanya penetapan status para imigran, Indonesia menetapkan 
kebijakan penampungan sementara para imigran dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 
Pasal 83 terkait detensi terhadap orang asing tanpa izin masuk wilayah Indonesia, 
yang berbunyi: (1) Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam 
Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut: 
a. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau 
memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi; 
b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang 
sah; 
c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin 
Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan 
ketertiban umum; 
d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau  
e. menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak 
pemberian Tanda Masuk. 
 
                                                          
73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Diakses melalui 
http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/44/408.bpkp pada 2 Agustus 2016 
39 
 
Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi yang 
ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal 
Imigrasi dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 
Tahun 2013. SOP Rumah Detensi Imigrasi ini sebagai pedoman bagi petugas 
imigrasi dalam pendetensian, pengisolasian, pendeportasian, pemulangan, 
pemindahan dan fasilitasi penempatan ke negara ketiga bagi Deteni yang berada 
di Rumah Detensi Imigrasi dan implementasinya secara kesisteman dalam Sistem 
Aplikasi Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. Dengan tujuan agar 
terciptanya standardisasi pendetensian, pengisolasian, pendeportasian, 
pemulangan, pemindahan, dan fasilitasi penempatan ke negara ketiga terhadap 
Orang Asing di Wilayah Indonesia yang melakukan pelanggaran ketentuan 
peraturan perundang-undangan, serta fasilitasi penempatan ke negara ketiga bagi 
Deteni yang berada di Rumah Detensi Imigrasi.74 
Meskipun Indonesia telah memiliki kebijakan dalam penanganan imigran, 
namun untuk penentuan status para pengungsi, Indonesia tidak dapat menentukan 
sendiri karena tidak memiliki kerangka hukum dan penentuan status disebabkan 
Indonesia bukan negara pihak dalam konvensi PBB tahun 1951 tentang status 
pengungsi atau pun protokol 1967. Sehingga sehubung dengan keadaan tersebut, 
UNHCR menjadi badan yang memproses secara langsung permintaan status 
pengungsi yang telah berada di Indonesia.  
UNHCR dalam menjalankan prosedur penentuan pengungsi dimulai dengan 
registrasi atau pendaftaran terhadap para imigran. Setelah registrasi, UNHCR akan 
                                                          
74  Standar Operasional Prosedur Keimigrasian. Diakses melalui 




melakukan wawancara individual dengan masing-masing imigran dengan 
didampingi seorang penerjemah yang kompeten. Proses ini melahirkan keputusan 
yang beralasan yang menentukan apakah permintaan status pengungsi seseorang 
diterima atau ditolak dan memberikan masing-masing individu sebuah 
kesempatan (satu kali) untuk meminta banding apabila permohonannya ditolak. 
Mereka yang teridentifikasi sebagai pengungsi akan menerima perlindungan 
selama UNHCR mencarikan solusi jangka panjang, yang biasanya berupa 
penempatan di negara lain. Untuk tujuan ini, UNHCR berhubungan erat dengan 
negara-negara yang memiliki potensi untuk menerima pengungsi. Sampai akhir 
Januari 2016, sebanyak 7.616 pencari suaka dan 6.063 pengungsi terdaftar di 
UNHCR Jakarta secara kumulatif.75  
 
B. Bali Process 
Bali Process merupakan sebuah forum kerjasama regional yang dibentuk 
dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dan meningkatkan kesadaran 
regional terhadap permasalahan penyelundupan manusia dan kejahatan 
transnasional. Bali Process ini sebagai wadah untuk melakukan dialog kebijakan, 
pertukaran informasi dan kerjasama praktis untuk membantu kawasan dalam 
menghadapi tantangan tersebut. Strategi Bali Process dalam bekerjasama 
termasuk dalam mengatur dan mengimplementasikan program ke depannya 
diarahkan oleh para menteri. Bali Process yang diketuai oleh Indonesia dan 
Australia memiliki lebih dari 48 anggota termasuk United Nations High 
                                                          
75 UNHCR. Penentuan Status Pengungsi. Diakses melalui http://www.unhcr.or.id/id/tugas-a-
kegiatan/penentuan-status-pengungsi pada 18 agustus 2016 
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Commissioners for Refugees (UNHCR), International Organization for Migration 
(IOM), dan United Nations Office of Drugs and Crimes (UNODC), serta negara 
pengamat dan lembaga internasional lainnya. Termasuk pula Ad Hoc Group 
dengan menyatukan negara-negara anggota yang paling terkena dampak dengan 
organisasi internasional yang relevan dalam menangani masalah-masalah 
irregular migration di kawasan.  
Pada awal pembentukannya, Bali Process pertama kali dicetuskan dalam 
sebuah konferensi “Regional Ministerial Conference on People Smuggling, 
Trafficking in Persons, and Related Transnational Crime” di Bali, Indonesia pada 
bulan Februari tahun 2002. Agenda dalam Bali Process pada mulanya sangat 
terfokus pada aspek-aspek teknis dalam membangun manajemen perbatasan 
negara anggota serta kapasitas kontrol negara, termasuk di dalamnya untuk 
memperkuat penegakkan hukum terkait kasus-kasus pemalsuan dokumen, 
pengimplementasian sistem perundang-undangan dan sistem visa termasuk dalam 
berbagi pengetahuan.76  Namun, dalam perkembangannya cakupan agenda Bali 
Process bertambah luas ketika permasalahan refugees dan irregular migrations 
yang terus mengalami peningkatan secara signifikan dan menjadi tantangan masa 
kini oleh negara-negara di seluruh dunia. 
Sejak tahun 2009 pada The Third Bali Regional Ministerial Conference on 
People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime 
(BRMC III), Bali Process membentuk mekanisme Ad Hoc Group dengan tujuan 
utama untuk mengembangkan respon regional terhadap tantangan masa kini dan 
                                                          




membantu negara-negara yang paling terkena dampak dalam menangani 
pergerakan populasi ireguler secara komperhensif pada situasi tertentu dari dasar 
kasus per kasus dan melaporkan perkembangannya kepada seluruh anggota Bali 
Process.77  Mekanisme Ad Hoc Group dibentuk dengan terms of reference sebagai 
berikut. 
1. Untuk mengembangkan hasil praktis pada level operasional untuk 
mengawal negara-negara dalam mengurangi peningkatan pergerakan 
populasi ireguler; 
2. Untuk meningkatkan pengaturan pertukaran informasi antara negara-
negara yang paling terkena dampak; 
3. Untuk melaporkan kepada co-chairs Bali Process melalui Steering 
Group dengan rekomendasi yang konkret dalam menginformasikan 
kerjasama regional dalam menangani people smuggling dan 
trafficking in persons.   
 
Anggota dalam Ad Hoc Group yaitu Afghanistan, Australia, Bangladesh, 
India, Indonesia, Malaysia, Maladewa, Selandia Baru, Myanmar, Pakistan, 
Filipina, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, USA, Thailand, Vietnam, UNHCR, IOM, 
dan UNODC.78   
Pada tahun 2011, Ad Hoc Group menghasilkan rekomendasi untuk 
membentuk sebuah Regional Cooperation Framework (RCF) dan telah disepakati 
pada Pertemuan Tingkat Menteri Keempat yang diselenggarakan pada bulan 
                                                          
77 Ibid.  




Maret 2011 dengan sangat memperhitungkan berbagai saran yang diformulasikan 
dan diajukan oleh UNHCR. Pada tanggal 10 September 2012, Bali Process 
berhasil mendirikan Regional Support Office (RSO) di Bangkok yang dicetuskan 
oleh kedua Co-Chairs dari Bali Process.79 RSO tersebut didirikan dengan tujuan 
untuk mendukung and memperkuat kerjasama secara praktis dalam melakukan 
perlindungan para pengungsi dan migrasi internasional lainnya, termasuk juga 
pada masalah perdagangan dan penyelundupan manusia serta komponen-
komponen lain dalam manajemen migrasi di kawasan Asia Pasifik.80 
Setelah disepakatinya pembentukan mekanisme Ad Hoc Group dalam 
BRMC III pada April 2009, Ad Hoc Group Senior Official Meeting dilaksanakan 
secara intensif setiap tahunnya untuk terus mencarikan solusi dalam penanganan 
irregular migration. Pertemuan Ad Hoc Group Pertama digelar pada 27-29 Juli 
2009 dimana pertemuan tersebut menghasilkan co-chairs’ statement dengan 
pembahasan Ad Hoc Group lebih fokus untuk merespon koordinasi regional 
terhadap masalah irregular migrants. Co-chairs Bali Process menyatakan bahwa 
penyebab meningkatnya pergerakan ireguler di kawasan terkait dari aspek-aspek 
ekonomi, sosial dan politik. Kemiskinan, kesenjangan ekonomi, peluang pasar 
tenaga kerja, konflik, masalah hak asasi manusia, dan ketidakamanan yang 
berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan people smuggling dan 
human trafficking. Pengembangan kapasitas berkelanjutan akan membantu 
pemerintah memperkuat dan memberikan peluang lebih besar untuk menangani 
                                                          
79 UNHCR. Bali Process. Op. CIt. 
80 About Bali Process. Diakses melalui  http://www.baliprocess.net/ pada 18 Agustus 2016 
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faktor-faktor yang dapat menyebabkan para individu rentan terhadap irregular 
migration.  
Para peserta Pertemuan Ad Hoc Group Pertama ini juga mendiskusikan 
tentang kebutuhan-kebutuhan aktifitas kerjasama regional dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang untuk menangani kasus-kasus pergerakan irregular 
migration. 
a) Perlunya pengadaan Standard Operating Procedures (SOPs) antar 
negara dalam menghadapi irregular migrations dalam berbagai situasi 
di laut lepas dan wilayah perairan teritorial. 
b) Kebutuhan untuk mengintensifkan patroli terkoordinasi untuk 
memantau pergerakan orang melalui laut. 
c) Perlunya untuk meningkatkan kontrol perbatasan, identifikasi 
pemalsuan dokumen dan pencurian identitas, serta pelatihan berbasis 
komputer untuk penegakan hukum dan petugas imigrasi.  
d) Penguatan dalam sistem keimigrasian termasuk sistem registrasi. 
e) Pembentukan petugas penghubung (liaison officers) untuk mendeteksi 
pemalsuan dokumen-dokumen di bandara utama di negara-negara asal, 
transit dan tujuan. 
f) Kebutuhan untuk mengatasi hambatan di negara transit dimana 
kurangnya sumber daya dan fasilitas, termasuk tempat penampungan 
sementara. 
g) Perlunya penanganan yang baik dalam pengembalian para imigran 
yang dinilai sebagai “migran ekonomi” dan respon yang sesuai bagi 
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para korban trafficking dan juga pencari suaka yang membutuhkan 
perlindungan. 
h) Memperkuat kerjasama dalam penegakan hukum, pertukaran intelijen, 
dan bantuan hukum secara timbal balik.81 
 
Pertemuan tersebut menyepakati saran dari UNHCR untuk menyediakan 
sebuah dokumen informasi sebagai kerangka untuk pembahasan lebih lanjut 
tentang tantangan dalam mengelola arus migrasi campuran, termasuk manfaat dari 
penerapan sistem registrasi untuk memastikan negara dapat lebih memahami dan 
dengan tepat mengelola pergerakan orang di seluruh perbatasan.82 Pertemuan Ad 
Hoc Group Ketiga digelar di Bali pada 10-11 Juni 2010 dengan pembahasan 
ditekankan pada penanganan irregular migration merupakan tanggung jawab 
bersama seluruh anggota Bali Process, baik dalam konteks sebagai negara sumber, 
transit, maupun negara tujuan masing-masing bisa memberikan kontribusi 
substansif untuk meminimalisir pergerakan tidak teratur tesebut melewati 
kawasan Asia Pasifik. Negara tujuan dapat berperan melalui perbatasan dan visa 
yang sesuai kontrol, meyediakan ruang perlidungan, memberikan pilihan untuk 
pemukiman bagi para imigran ireguler yang telah medapat jaminan perlindungan 
internasional dan mengembalikan para imigran yan tidak mendapatkan jaminan 
perlindungan ke negara asal mereka.  
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http://www.baliprocess.net/ad-hoc-group/ad-hoc-group-senior-officials-meetings/ pada 18 




Negara transit dapat berkontribusi dengan mengefektifkan pengelolahan 
perbatasan dan kontrol visa, penangkapan, memberikan ruang dan fasilitas 
perlindungan dengan bantuan dari organisasi-organisasi internasional terkait, serta 
memulangkan para imigran yang tidak memperoleh jaminan perlindungan 
internasional. Sedangkan untuk negara sumber sendiri dapat mengambil peran 
penting dalam menerima kembali dan meberikan fasilitas kepada warga negaranya 
tersebut yang tidak memperoleh jaminan perlindungan internasional.  
Pertemuan tersebut mengakui hal terpenting bahwa bagaimana pendekatan 
ini berjalan konsisten, termasuk dalam proses pengolahan kerangka waktu, 
akomodasi dan perlakuan untuk para imigran. Selain itu, pertemuan ketiga ini 
juga mengesahkan hasil dari workshop tentang perlindungan, pemukiman dan 
repatriasi serta pentingnya untuk menyeimbangkan masalah keamanan nasional 
dan perlindungan dan pertimbangan kemanusiaan. Workshop tersebut 
diselenggarakan pada 7-8 Juni 2010, dimana hal tersebut merupakan kali pertama 
isu perlindungan dibahas secara khusus dalam Bali Process.83 Adapun Workshop 
on Regional Cooperation on Refugees and Irregular Movements yang diadakan di 
Manila pada 22-23 November 2010 yang merupakan sebagai bentuk tindak lanjut 
rekomendasi dari Bali Process Ad Hoc Group Pertemuan Ketiga tersebut.  
Pertemuan Ad Hoc Group keempat diadakan pada tanggal 9 Maret 2011 
dengan fokus pada aktifitas dan pencapaian yang telah diraih setelah BRMC III 
serta membuat rekomendasi untuk BRMC IV. Para peserta Bali Process 
                                                          
83 Bali Process Third Ad hoc Group Meeting. Diakses melalui 
http://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/Co-
Chairs%20statement%20AHG%20SOM%2010%20to%2011%20June%202010(1).pdf 
pada 18 Agustus 2016 
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mengakui bahwa fokus terbaru dalam Ad Hoc Group yakni dengan pendekatan 
regional kooperatif merupakan pendekatan yang harus lebih matang dalam 
penindakan lebih lanjut. Sebagaimana UNHCR dalam presentasinya pada 
Workshop on Regional Cooperation and Irregular Migration di Manila 
November 2010, menyatakan bahwa dengan pendekatan regional kooperatif 
merupakan suatu dasar yang sangat berguna hingga masa mendatang untuk 
kerjasama dalam mengatasi pergerakan ireguler di kawasan.      
Pada pertemuan ini juga menghasilkan rekomendasi untuk membentuk 
suatu kerangka kerjasama regional yang akan memberikan solusi lebih efektif 
kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk bekerjasama dalam mengurangi 
pergerakan ireguler di kawasan Asia Pasifik. Kerangka kerjasama regional 
tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:  
a. Irregular movement yang difasilitasi oleh sindikat penyelundup 
manusia harus diberantas dan negara harus mendukung dan 
meningkatkan peluang-peluang untuk migrasi secara teratur. 
b. Apabila diperlukan dan memungkinkan, pencari suaka harus memiliki 
akses ke proses penentuan yang konsisten, baik melalui serangkaian 
aturan yang yang diselaraskan atau pun melalui pembentukan 
pengaturan penilaian regional yang dapat mencakup pusat dengan 
mempertimbangkan setiap pengaturan sub-regional yang ada. 
c. Para pengungsi yang dalam proses penentuan harus diberikan solusi 
jangka panjang, repatriasi secara sukarela, pemukiman yang sesuai di 
negara yang bersangkutan.  
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d. Para imigran yang diketahui bukan imigran yang datang untuk 
perlindungan harus dikembalikan ke negara asal mereka dengan cara 
yang aman dan bermartabat. Pengembalian harus terus dipantau dan 
ditindaklanjuti oleh negara agar dapat memaksimalkan kerjasama yang 
lebih besar.  
e. Sindikat penyelundupan manusia ditargetkan melalui pengaturan 
keamanan perbatasan, aktifitas penegakan hukum dan penghambat 
untuk perdagangan dan penyelundupan manusia.84 
  
Karena skala besar pada gerakan tidak teratur di kawasan ini, para peserta 
Bali Process menyepakati bahwa sebuah kerangka kerjasama regional mampu 
mengatasi kasus-kasus dan negara-negara akan memastikan beban kasus yang 
ditangani sesuai dengan proses yang dibentuk berdasarkan kerangka.85   
Pertemuan BRMC IV menyepakati rekomendasi dari Pertemuan Ad Hoc 
Group Keempat untuk membentuk Regional Cooperation Framework (RCF) 
sebagai kerangka kerjasama untuk mengurangi masalah irregular migration di 
kawasan Asia Pasifik. RCF dapat dioperasionalisasikan oleh negara-negara yang 
berkepentingan melalui pengaturan praktik bilateral atau pun pengaturan lainnya 
untuk meningkatkan respon regional terhadap pergerakan ireguler dan konsisten 
terhadap prinsip-prinsip kerangka yang telah ada.  
                                                          
84  Bali Process Fourth Ad Hoc Group Meeting. Diakses melalui 
http://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/110310%20AHG%20SOM%20Co-




Selain itu, para menteri juga sepakat bahwa dalam mengembangkan dan 
mengimplementasikan pengaturan praktik, negara-negara harus memiliki tuntunan 
dengan pertimbangan, yakni:  
i. Mempromosikan kehidupan dan martabat manusia. 
ii. Mampu membangun kapasitas di wilayah untuk memproses arus 
campuran dan dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia 
seperti yang diberikan oleh organisasi internasional.  
iii. Merefleksikan prinsip-prinsip pembagian beban (burden-sharing) 
dan tanggungjawab bersama, menghargai kedaulatan dan 
keamanan nasional masing-masing negara.  
iv. Berupaya menyelesaikan akar masalah dari pergerakan ireguler dan 
sedapat mungkin menigkatkan stabilitas populasi. 
v. Mengembangkan tertib migrasi legal dan memberikan kesempatan 
yang tepat untuk migrasi regular.  
vi. Mencegah faktor-faktor penarik ke dalam wilayah. 
vii. Berusaha untuk melemahkan penyelundupan manusia dan 
menciptakan halangan untuk pergerakan ireguler.  
viii. Mendukung dan meningkatkan pertukaran informasi dengan tetap 
menghormati kerahasiaan dan menjunjung tinggi privasi orang 
yang terkena dampak.86    
 
                                                          
86  Bali Process. 2011. Bali Process Regional Ministerial Conference IV. Diakses melalui 
http://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/110330_FINAL_Ministerial_Co-
chairs%20statement%20BRMC%20IV(1).pdf pada 19 Agustus 2016 
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Setelah kesepakatan pembentukan RCF pada Fourth Bali Process 
Regional Ministerial Conference, agenda pertemuan Ad Hoc Group Kelima yang 
diadakan di Sydney, Australia pada 12 Oktober 2011, fokus dalam 
menindaklanjuti operasionalisasi RCF di kawasan Asia Pasifik. Dalam 
mengimplementasikan RCF, para peserta kemudian sepakat untuk mendirikan 
Regional Support Office (RSO) sebagai kantor untuk memfasilitasi dalam 
mengimplementasikan RCF.   
Para peserta juga sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja dari Ad Hoc 
Group atas pertimbangan Co-chair, di mana kelompok kerja ini akan membuat 
rekomendasi terkait aspek-aspek operasional RSO termasuk pengaturan kantor, 
sumber daya, dan pengembangan rencana kerja awal. Thailand menjadi tuan 
rumah untuk pertemuan kelompok kerja pertama yang dilaksanakan pada 
pertengahan November 2011. Sebagai proyek dasar untuk menjalankan RSO, 
Australia mengusulkan dua rekomendasi, yakni: Pertama, inisiasi data 
harmonisasi regional untuk lebih meningkatkan manajemen informasi antar 
negara dan organisasi internasional sebagai maksud untuk mengembangkan 
pengumpulan data, mendukung analisis dan laporan lebih lanjut, dan 
memfasilitasi pertukaran dialog dan informasi; Kedua, peningkatan kapasitas dan 
kesadaran terhadap peluang repatriasi sukarela bagi para irregular migrants serta 
meningkatkan kapasitas pemerintah untuk memfasilitasi pemulangan.87   
                                                          
87  Bali Process Fifth Ad Hoc Group Senior Officials.  Diakses melalui 
http://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/111012%20Fifth%20AHG%20SOM




Regional Support Office yang merupakan rekomendasi dari Steering 
Group Bali Process didirikan untuk memfasilitasi operasionalisasi RCF dan untuk 
mendukung serta memperkuat kerjasama praktis antar negara-negara anggota Bali 
Process terkait dalam menindaklajuti perlindungan pengungsi, termasuk irregular 
migration, perdagangan manusia, dan penyelundupan manusia. RSO beroperasi di 
bawah pengawasan Co-chairs Bali Process dan berkonsultasi dengan UNHCR 
dan IOM. RSO kemudian resmi didirikan pada 2012 di Bangkok dengan Term of 
Reference (ToR) untuk Regional Support Office (RSO) di kawasan Asia Pasifik 
ini, yaitu: 
 Tujuan: RSO didirikan dengan tujuan untuk sarana implementasi RCF 
dan mendukung dan memperkuat kerjasama praktis dalam menangani 
perlindungan pengungsi dan migrasi internasional di wilayah Asia 
Pasifik.  
 Objektifitas: mendukung fasilitas dan titik fokus bagi negara-negara 
anggota Bali Process, yaitu pertukaran informasi antar negara, 
peningkatan kapasitas dan pertukaran praktik terbaik, penyatuan 
sumber-sumber teknis, dan dukungan logistik, administrasi, 
operasional, dan kordinasi untuk proyek-proyek bersama.  
 Struktur: di bawah pengawasan Co-chairs Bali Process dalam 
konsultasi dengan UNHCR dan IOM. 
 Tempat: di Asia Tenggara 
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 Anggaran dana: Alokasi staf dan kontribusi finansial dari kelompok 
pengarah negara anggota dan lain-lain.88  
 
RSO kemudian resmi dibentuk pada tanggal 8 Februari 2012 di Bangkok, 
Thailand dan resmi beroperasi pada awal Juli 2012 setelah hasil kesepakatan 
dalam Pertemuan Ad Hoc Group Keenam yang diselenggarakan di Bali pada 1 
Juni 2012. 89  Adapun rencana kerja tahunan dan kegiatan-kegiatan yang akan 
dioperasikan oleh RSO di mana rencana kerja mencerminkan semua tema dalam 
Bali Process yaitu penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan kejahatan 
transnasional. Empat proyek yang telah dijabarkan sebelumnya dalam Pertemuan 
Ad Hoc Group Kelima sebagai proyek landasan RSO, yaitu:  
1. Inisiasi manajemen data regional untuk meningkatkan harmonisasi 
yang lebih lanjut dari manajemen informasi antar negara dan 
organisasi internasional dengan maksud untuk meningkatkan 
pengumpulan data, mendukung analisis dan laporan lebih lanjut, dan 
memfasilitasi pertukaran dialog dan informasi; 
2. Peningkatan kapasitas repatriasi secara sukarela dan proyek yang 
mendukung yang akan meningkatkan kesadaran peluang repatriasi 
sukarela bagi migran ireguler dan meningkatkan kapasitas pemerintah 
untuk memfasilitasi pemulangan secara sukarela tersebut.  
                                                          
88  Bali Process. 2011. Steering Group Note on Regional Cooperation Framework. 
http://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/111012%20Steering%20Group%20
Note%20on%20RCF%20-%20FINAL(1).pdf pada 19 Agustus 2016 
89  Bali Process Sixth Ad Hoc Group Meeting. Diakses melalui 
http://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/120601%206th%20AHG%20SOM%
20Co-Chairs%20Statement%20-%20FINAL.pdf pada 19 Agustus 2016 
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3. Studi percontohan pada pertukaran informasi dan analisis data 
irregular migration melalui laut; 
4. Mengadakan regional roundtable terkait pergerakan ireguler melalui 
laut untuk meningkatkan pemahaman umum pada ranah konseptual 
dengan maksud untuk menginformasikan perkembangan rencana masa 
depan antar negara-negara berkepentingan.90  
 
Setelah tahun pertama, Co-managers RSO dengan konsultasi dari UNHCR 
dan IOM mengajukan rencana kerja tahunan ke Steering Group Bali Process 
untuk disepakati. RSO akan terus berupaya untuk mengembangkan sinergitas 
berbagai kegiatan di bawah Bali Process. Aktifitas tambahan RSO yang 
disarankan oleh UNHCR dan IOM dan telah disepakati oleh Ad Hoc Group, yaitu: 
1. Membentuk daftar kontak nasional; 
2. Membentuk daftar para ahli manajemen migrasi; 
3. Pengembangan praktik terbaik dalam urusan perlindungan pengungsi, 
perlindungan korban perdagangan manusia dan migrasi internasional.   
4. Mendukung harmonisasi dalam legalisasi nasional tentang 
penyelundupan dan perdagangan manusia.  
5. Mendukung rancangan dan implementasi kampanye informasi untuk 
mengatasi irregular migration, penyelundupan dan perdagangan 
manusia. 
                                                          
90 Regional Support Office. Bali Process conclusion on establishment of the RSO. Diakses melalui 
http://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/RSO%20Information%20Sheet%20-
%20Bali%20Process%20Conclusions.pdf pada 20 Agustus 2016, hal 2 
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6. Pelatihan teknis dan bantuan terhadap perlindungan pengungsi dan 
manajemen migrasi, termasuk pengembangan dan pelaksanaan 
undang-undang pengungsi dan pelatihan tentang hukum migrasi 
internasional.  
7. Pelatihan teknis dan bantuan perlindungan hukum terhadap korban 
perdagangan manusia dan penegakan hukum serta kerjasama 
internasional dalam memerangi perdagangan manusia. 
8. Mengeksplor pengaturan pemulangan regional untuk negara-negara 
asal. 
9. Studi terkait irregular movement anak di bawah umur di kawasan. 
10. Pemetaan kebutuhan perlindungan anak yang terpisah dan tanpa 
pendamping.91 
Peninjauan kinerja dari berbagai kegiatan dilakukan setelah 18 sampai 24 
bulan pengimplementasian oleh Ad Hoc Working Group.  
Beberapa proyek yang telah diimplementasikan untuk menangani 
irregular migration antara lain sebagai berikut.  
1. Deteksi Dini: 
a. Bali Process Civil Registration Assessment Toolkit 
RSO sedang mengembangkan toolkit yang akan memungkinkan negara-
negara untuk mengevaluasi dan meningkatkan cara pendaftaran kelahiran, 
kematian dan pernikahan para imigran. Toolkit ini berisi metodologi 
penilaian dan bimbingan teknis serta kebijakan yang relevan berdasarkan 




standar internasional, rekomendasi, dan studi kasus dari praktik yang baik. 
Draft toolkit yang telah dikembangkan tersebut akan diujicobakan pada 
setidaknya satu negara anggota. Lokakarya konsultasi diselenggarakan 
pada Agustus 2016 untuk anggota Bali Process dan ahli teknis untuk 
meninjau toolkit sebelum diterbitkan.   
b. Pedoman Pelaporan Intelijen Imigrasi 
Pedoman pelaporan intelijen imigrasi yang sejalan dengan rekomendasi 
dari pertemuan  Ad Hoc Group Kedelapan, di mana RSO mengembangkan 
pedoman bagi negara-negara anggota untuk standarisasi laporan intelijen 
imigrasi. Hal ini akan memudahkan berbagi informasi intelijen imigrasi 
tertulis antar anggota dengan lebih jelas, ringkas, dan konsisten. RSO akan 
mengumpulkan informasi dari setiap negara anggota dan organisasi-
organisasi terkait dan berkonsultasi lebih dulu untuk memastikan bahwa 
pedoman mencerminkan praktik terbaik saat ini. Teknik penulisan, 
mekanisme distribusi, dan peringatan tentang kerahasiaan dan penilaian 




a. Proyek Pilihan pemetaan embarkasi: untuk memperkuat kerjasama 
dalam mengelola gerakan tidak teratur lewat laut 
Diadakan Pertemuan dalam Pemetaan Disembarkasi: Memperkuat 
Kerjasama dalam Mengelola Pergerakan Ireguler Melalui Wilayah 
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Perairan ini diselenggarakan pada Maret 2014. Hal ini untuk mengeksplor 
cara untuk memperkuat kerjasama dalam pengelolaan masalah ini dengan 
membentuk parameter, struktur, konten, dan modalitas pemetaan 
embarkasi di beberapa negara yang berkepentingan. 
b. Roundtable regional tentang gerakan tidak teratur lewat laut 
Regional roundtable ini dilaksanakan untuk mempromosikan pemahaman 
umum dari masalah-masalah konseptual untuk menginformasikan 
pengaturan kerjasama ke depan antar negara. Indonesia bersama dengan 
UNHCR mengadakan Regional Roundtable on Regional Movement by Sea 
in the Asia-Pasific Region pada tanggal 18-20 Maret 2013 di Jakarta, 
Indonesia di bawah RSO Bali Process. Regional Roundtable yang 
diselenggarakan tersebut merupakan satu dari empat proyek dasar RSO 
yang telah disepakati diawal pengoperasian RSO.   
Tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan Asia 
Pasifik dimana koordinasi dan kerjasama di tingkat daerah dan nasional 
dianggap relevan. Ketetapan dari hasil roundtable antara lain: 
i. Kewajiban hukum internasional untuk membantu orang dalam 
kesulitan di laut tanpa mengenal batas teritorial; 
ii. Kebutuhan pembedaan sistem penyaringan; 
iii. Pentingnya tanggapan komperhensif berdasarkan prinsip berbagi 
beban dan tanggung jawab; 
iv. Pengembangan pertukaran informasi secara akurat; dan 
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v. Pengembangan lebih lanjut dari prinsip dan operasional daftar 
periksa yang tercermin dalam Model kerangka UNHCR dalam 
kerjasama penyelamatan darurat di laut dalam konteks realitas 
regional.92  
 
3. Manajemen Migrasi: 
a. Assisted Voluntary Return and Reintegration Programme (AVRR) 
Proyek AVRR ini merupakan sebuah proyek yayasan dari RSO di mana 
proyek ini menyediakan mekanisme regional untuk membantu 
pemulangan irregular migrants secara sukarela, aman, dan bermartabat. 
Hal ini juga berlaku untuk pengungsi dan pencari suaka yang ingin pulang 
ke negara asalnya secara sukarela atas dasar keputusan yang sesuai dengan 
prinsip dan prosedur UNHCR. Program AVRR ini melengkapi upaya-
upaya Bali Process dalam mengurangi jumlah irregular migration di 
kawasan Asia Pasifik di bawah prinsip-prinsip yang diabadikan dalam 
Regional Cooperation Framework (RCF). Bantuan yang diberikan 
meliputi konseling pra keberangkatan, bantuan pra-embarkasi dan 
pemeriksaan medis, transportasi, penerimaan dan pemberian hibah yang 
semuanya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing individu. 
Proyek AVRR ini telah memfasilitasi pemulangan lebih dari 482 imigran 
selama dua tahun pertama implementasi. Program AVRR ini dijalankan 
                                                          
92 Regional Support Office. Information Sheet Regional Roundtable on IMMs. Diakses melalui 
http://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/RSO%20Information%20Sheet_Regi
onal%20Roundtable%20on%20IMMs_30%20Apr%202013.pdf pada 20 Agustus 2016 
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oleh International Organisation for Migration (IOM) dan program ini 
terbuka untuk seluruh anggota Bali Process.   
b. Solusi Regional Biometric Data Exchange 
The Regional Biometric Data Exchange Solution (RBDES) ini betujuan 
untuk memfasilitasi pertukaran data biometrik antar negara anggota Bali 
Process dengan tujuan verifikasi identitas dengan cara membahas beragam 
konteks domestik keanggotaan yang sesuai dengan hukum domestik dan 
kewajiban internasional. Partisipasi dalam RBDES bersifat sukarela dan 
tidak mengikat. Roundtable RBDES dilaksanakan di Bangkok, Thailand 
pada 15-16 Oktober 2014. Kerangka kebijakan RBDES ini masih dalam 
tahap finalisasi.    
4. Pencegahan 
a. Mengatasi Irregular Migration melalui Lokakarya Kampanye Informasi 
Efektif dan Handbook 
Kampanye dalam mengatasi irregular migration melalui informasi yang 
efektif dilaksanakan dalam bentuk lokakarya selama dua hari di mana 
pemerintah Selandia Baru dan Indonesia sebagai co-host dalam 
pelaksanaan. Lokakarya ini memfasilitasi pertukaran pengalaman dan 
contoh yang efektif dari kampanye informasi migrasi terkait, pembahasan 
tentang kemungkinan dan keterbatasan dari kampanye informasi dalam 
mempengaruhi perubahan perilaku dan peningkatan kerjasama sub-
regional dalam pengembangan kampanye informasi dan implementasi 
antar negara asal, negara transit, dan negara tujuan. RSO kemudian 
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mengembangkan handbook yang telah disarankan oleh para anggota 
sebagai pegangan atau alat dalam pelaksanaan kampanye informasi dengan 
mengumpulkan diskusi praktik terbaik dalam lokakarya. Handbook 
tersebut telah dipresentasikan pada Pertemuan Ad Hoc Group 
Kesembilan.93 
 
Penerapan pengaturan RCF terus berlanjut hingga Bali Process Regional 
Ministerial Conference VI diadakan pada Maret 2016 di Bali, Indonesia. 
Pertemuan tersebut kemudian melahirkan Deklarasi Bali Process dalam 
mengembangkan kerjasama dalam penanganan irregular migration dimana pada 
deklarasi ini juga menghasilkan sebuah mekanisme konsultatif respon keadaan 
darurat yang tejadi di lautan. Pembentukan mekanisme ini sebagai tanggapan pada 
krisis imigran yang terjadi di tahun 2015 lalu dimana banyaknya imigran terlantar 
di Laut Andaman. Di dalam deklarasi tersebut juga kembali menekankan bahwa 
irregular migration mengharuskan pendekatan regional komperhensif 
berdasarkan prinsip pembagian beban (burden-sharing) dan tanggungjawab 
bersama.94  
Keberlanjutan diskusi mengenai cara terbaik menerapkan RCF secepatnya, 
didasarkan pada apa yang secara progresif menjadi cara pandang konsensual yang 
melihat perpindahan yang dipaksakan dan pergerakan tercampur sebagai hal yang 
                                                          
93  Bali Process Regional Support Office. RSO Activities. Diakses melalui 
http://www.baliprocess.net/regional-support-office/activities pada 23 Agustus 2016 
94  Bali Process Declaration on People Smuggling, Trafficking in Persons, and Related 
Transnational Crime. Diakses melalui 
http://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/Bali%20Declaration%20on%20Peop
le%20Smuggling%20Trafficking%20in%20Persons%20and%20Related%20Transnational
%20Crime%202016.pdf pada 23 Agustus 2016 
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akan tetap menjadi isu global yang besar dengan kompleksitas permasalahan. Hal 
ini membutuhkan kejasama antar negara dalam tingkatan regional. Dalam 
pandangan UNHCR, dorongan untuk bermigrasi akan terus berkembang dengan 
adanya populasi yang bermobilitas tinggi, pertumbuhan populasi, dan berbagai 
faktor sosial, ekonomi, politik dan hak asasi manusia. Mobilitas merupakan 
sesuatu yang tidak dapat dihalangi. Oleh karena itu, bukan mencegah pergerakan 
yang perlu dilakukan, namun bagaimana menangani berbagai isu yang sensitif 
dengan lebih baik. Hal ini akan tetap menjadi tantangan utama Bali Process 
dalam beberapa tahun yang akan datang.95 
 
C. Irregular Migration di Indonesia 
Irregular Migration merupakan perpindahan atau pergerakan yang terjadi 
di luar dari norma-norma peraturan negara pengirim, negara transit, dan negara 
penerima. Belum ada definisi yang jelas atau diterima secara universal tentang 
irregular migration. Dari perspektif negara tujuan, irregular migration berarti 
masuk, tinggal atau menetap di suatu negara tanpa izin dan persyaratan dokumen 
yang dibutuhkan dalam peraturan imigrasi. Dari perspektif negara asal atau 
pengirim, ketidakteraturan misalnya terlihat dalam kasus di mana seseorang 
melintasi batas internasional tanpa dokumen paspor atau perjalanan yang sah atau 
tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk meninggalkan negaranya. Namun, 
                                                          
95 UNHCR. Bali Process. Op. Cit. 
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istilah ini berbeda dari penggunaan istilah “illegal migration” yang terkhusus 
untuk kasus penyelundupan migran dan perdagangan manusia.96 
Irregular migration menimbulkan banyak tantangan bagi negara-negara 
asal, transit, dan tujuan serta para imigran itu sendiri. Imigran dalam situasi yang 
tidak beraturan ini sangat rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan. 
Para imigran tersebut juga terancam dieksploitasi oleh organisasi kejahatan yang 
terlibat dalam perdagangan manusia dan penyelundupan migran serta berbagai 
kejahatan lain yang melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. 
Meskipun pengungsi dan pencari suaka mendapat jaminan perlindungan hukum 
internasional, namun juga menghadapi banyak kesulitan dalam proses imigrasi 
mereka, terutama disebabkan proses untuk mendapatkan status pengungsi telah 
menjadi semakin rumit serta kesulitan dalam menemukan negara yang bersedia 
menampung para pengungsi.97  
Dalam sejumlah kasus di kawasan, sejumlah besar imigran yang melintasi 
batas dengan cara yang tidak teratur, biasanya mendapat bantuan dari para 
penyelundup. Namun, dalam arus tersebut terdapat berbagai kategori migran 
seperti korban perdagangan manusia, pencari suaka, pengungsi, anak-anak migran 
tanpa pendamping, dan tenaga kerja yang sulit untuk diidentifikasi status mereka. 
Sehingga irregular migration ini juga sering diistilahkan sebagai imigrasi 
campuran. 
 
                                                          
96 Key Migration Terms diakses melalui http://www.iom.int/key-migration-terms pada 30 Agustus 
2016  
97  Irregular Migration, Human Trafficking and Refugees, diakses melalui 
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/InternationalMi
grationPolicies2013/Report%20PDFs/k_Ch_5.pdf pada 2 Oktober 2016 
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Grafik 3.1. Jumlah Populasi Perhatian UNHCR di Asia dan Pasifik 
 




Berdasarkan Gambar 3.1 di atas, kawasan Asia dan Pasifik merupakan 
rumah bagi 7,7 juta migran di antaranya yaitu 3,5 juta pengungsi, 1,9 juta 
Internally Displaced People (IDPs), dan 1,4 juta orang tanpa kewarganegaraan. 
Mayoritas mereka berasal dari Afghanistan dan Myanmar.98 Hingga   96 persen 
pengungsi dari Afghanistan yang tinggal di Republik Islam Iran dan di Pakistan 
yang telah menampung mereka selama lebih dari tiga dekade. Sementara untuk 
konflik etnis dan kekerasan di Myanmar menyebabkan sekitar 500.000 orang 
yang telah melarikan diri dari negaranya untuk mencari perlindungan.99  
Pergerakan maritim yang tidak teratur dari populasi campuran sudah 
menjadi hal yang lazim di kawasan Asia Pasifik selama bertahun-tahun, namun 
gerakan melalui Asia Tenggara yang sebagian besar berasal dari Teluk Benggala 
telah meningkat secara signifikan sejak konflik kekerasan yang terjadi di 
Myanmar pada Juni 2012. Sejak saat itu, sekitar 87.000 orang diperkirakan 
                                                          





berangkat melewati lautan dari wilayah perbatasan Bangladesh-Myanmar. Rute 
utama menuju perbatasan maritim Malaysia atau Thailand, yang kemudian dari 
Malaysia ke Indonesia untuk menuju ke Australia.100 
Gambar 3.2 Estimasi Pergerakan Maritim Campuran dari Perbatasan 
Bangladesh-Myanmar (2012-2015) 
 




Di tahun 2015, sekitar sebanyak 33.600 pengungsi dan imigran lain 
memulai gerakan ini. Diperkirakan 370 orang kehilangan nyawa selama 
perjalanan di mana sebagian besar disebabkan karena kelaparan, dehidrasi, 
penyakit dan kekerasan yang terjadi terhadap imigran oleh penyelundup manusia. 
Meskipun jumlah keberangkatan dari Teluk Benggala pada paruh pertama tahun 
2015 mencapai 34 persen lebih tinggi dari angka di paruh pertama tahun 2014, 
total keberangkatan selama tahun 2015 hanya setengah dari jumlah keberangkatan 
di tahun 2014. Penurunan ini dianggap karena peningkatan pengawasan dilakukan 
                                                          
100  UNHCR. 2014. Bureau for Asia and the Pacific Country Operations Fact Sheet. Diakses 
melalui http://www.unhcr.org/531dd2159.pdf pada 3 Oktober 2016 
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pada gerakan maritim setelah terjadinya insiden serius pada Mei 2015 ketika 
sekitar 5.000 pengungsi ditelantarkan di Laut Andaman oleh para penyelundup.101 
Kasus yang terjadi pada bulan Mei tahun 2015, setidaknya sekitar 5.000 
pengungsi dan imigran dari Myanmar dan Bangladesh ditemukan terdampar di 
laut. Mereka ditelantarkan oleh penyelundup yang telah berjanji kepada mereka 
untuk membawa mereka ke Malaysia. Namun, para penyelundup meningglakan 
mereka secara massal di Teluk Benggala dan Laut Andaman.102 
Indonesia yang merupakan negara dengan letak geografis yang terletak di 
antara Timur Tengah, Afrika, Asia, dan Australia, menjadikan Indonesia sebagai 
negara transit bagi para migran yang ingin menuju ke Australia. Hal tersebut 
sebanding dengan kondisi geografis dari negara Turki dan Rusia yang terletak di 
tepi Eropa Barat yang berarti bahwa negara-negara tersebut telah menjadi lokasi 
transit yang penting bagi para irregular migrants dari Asia, Afrika, dan Timur 
Tengah untuk masuk ke Eropa. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara 
kepulauan yang terdiri lebih dari 3.000 pulau sehingga menjadikan sebagai 
peluang yang sangat mudah dan tak terbatas untuk masuk ke wilayah Indonesia 
dengan perahu tanpa terdeteksi.103  
                                                          
101  UNHCR. Global Report 2015 Asia and the Pacific Regional Summary. Diakses melalui 
http://www.unhcr.org/publications/fundraising/574ed7934/unhcr-global -report-2015-asia-
pacific.html pada 3 Oktober 2016 
102  UNHCR. 2015. Mixed Maritime Movements South East Asia. Diakses melalui 
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20-
%20Mixed%20Maritime%20Movements%20in%20South-East%20Asia%20-%202015.pdf 
pada 3 Oktober 2016 
103  Australian Government. 2014. Indonesia As  A Transit Country in Irregular Migration to 
Australia, diakses melalui 
https://www.adelaide.edu.au/apmrc/research/completed/Indonesia_Transit_Country_IMtoA
_Report.pdf pada 3 Oktober 2016. hal. 6  
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Indonesia bukan negara yang turut meratifikasi Konvensi terkait Status 
Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967. Sehingga, Pemerintah Indonesia 
memberikan wewenang kepada UNHCR untuk melaksanakan mandat dalam 
perlidungan pengungsi di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi pada September 2010. 
Peraturan tersebut untuk memastikan bahwa para imigran yang masuk ke wilayah 
Indonesia dan belum memiliki status hukum yang legal, akan diberikan akses ke 
UNHCR untuk registrasi dan izin tinggal sementara hingga identifikasi dan 
penentuan status pengungsi selesai. Jumlah para pendatang baru terus meningkat 
dalam beberapa tahun terakhir, di mana pada tahun 2008 hanya berjumlah 385 
orang yang kemudian pada tahun 2009 meningkat secara signifikan menjadi 3.230, 
di tahun 2010 berjumlah 3.905, 4.052 imigran di tahun 2011, meningkat mencapai 
7.218 di tahun 2012, 8.332 di tahun 2013, dan 3.223 imigran yang baru tercatat 
pada tahun 2014.104  
Pada 31 Agustus 2014, Registrasi dan Penentuan Status Pengungsi (RSD) 
UNHCR Indonesia mencatat angka kumulatif mencapai 9.581 individu, termasuk 
5.450 pencari suaka dan 4.131 pengungsi. Sejauh tahun 2014, sebanyak 3.223 
pencari suaka baru yang telah terdaftar di mana jumlah tersebut menurun 44,1 
persen dari periode tahun lalu. Jumlah pencari suaka terbesar yang telah terdaftar 
oleh UNHCR berasal dari Afghanistan (55%), Iran (12%), Somalia (6%), Iraq 
(5%), Sri Lanka (5%), dan Pakistan (5%). 105   Untuk periode 2013, RSD 
menyelesaikan 2.808 penentuan sementara pada tahun 2014, total 2.257 
                                                          





wawancara yang telah dilakukan dan 2.147 keputusan yang ditetapkan. Saat ini 
(tahun 2014) sebanyak 3.072 kasus dari 4.136 individu yang masih tertunda dalam 
wawancara dan masa tunggu untuk wawancara setelah melakukan pendaftaran 
berkisar 8 sampai 19 bulan.106 
Pada Juni 2015, sebanyak 13.188 orang menjadi perhatian UNHCR, 
termasuk 5.277 pengungsi dan 7.911 pencari suaka.107 Kebanyakan dari mereka 
melarikan diri dari negaranya akibat dari konflik atau pun pelanggaran HAM yang 
mereka dapatkan di negaranya seperti di Afghanistan, Myanmar, Somalia, Iran, 
dan Iraq. Sepanjang tahun 2015, sebanyak 2.044 wawancara RSD dilakukan dan 



















                                                          
106 Ibid. 
107  UNHCR and Indonesia’s National Human Rights Commission Join Forces to Protect the 
Human Rights of Refugees and Others http://www.unhcr.or.id/id/news/485-unhcr-and-
indonesias-national-human-rights-commission-join-forces-to-protect-the-human-rights-of-
refugees-and-others diakses pada 3 Oktober 2016 
108  UNHCR. 2016. Indonesia Fact sheet. Diakses melalui 
http://www.unhcr.org/protection/operations/50001bda9/indonesia-fact-sheet.html pada 5 
Oktober 2016  
67 
 
Gambar 3.3 Jumlah Imigran di Indonesia  
Berdasarkan Asal Negara 
 
Sumber: UNHCR Indonesia Factsheet 2016, 
http://www.unhcr.org/50001bda9.pdf  
Pada 29 Februari 2016, total imigran yang berada di Indonesia mencapai 
13.829 imigran yang tercatat oleh UNHCR yaitu sebanyak 6.269 pengungsi dan 
7.560 pencari suaka. Jumlah registrasi di RSD tersebut meningkat setelah 
penyelamatan 1.000 pengungsi Rohingya di laut yang terjadi pada Mei 2015.109 
Pada Februari 2016, masih ada 4.007 kasus dari 6.090 individu yang masih 
menunggu wawancara RSD, di mana masa tunggu setelah registrasi untuk 
melakukan wawancara RSD dalam rentan waktu 8-20 bulan tergantung pada 
prioritas dan kompleksitas kasus.110  
Meskipun Indonesia bukan merupakan negara pihak untuk Konvensi 
Pengungsi 1951 atau Protokol 1967, namun Indonesia tetap menampung 
sementara para imigran yang masuk ke wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia 
secara resmi memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk membantu dalam 
memproses imigrasi. Peraturan keimigrasian Indonesia memastikan bahwa para 





pengungsi dan pencari suaka memiliki akses untuk melakukan pendaftaran ke 
UNHCR dan mengizinkan mereka untuk tinggal sementara di Indonesia hingga 
status pengungsi mereka telah dikonfirmasi dan hingga solusi yang tepat dapat 
ditemukan untuk mereka.  
UNHCR bersama dengan Komnas HAM juga telah menandatangani MoU 
untuk meningkatkan advokasi dan langkah-langkah lain yang dirancang untuk 
melindungi HAM para pengungsi dan imigran lainnya di bawah mandat UNHCR 
di Indonesia. Kedua lembaga tersebut sepakat untuk bekerjasama memperkuat 
perlindungan terhadap pengungsi, pencari suaka, dan orang tanpa 
kewarganegaraan, di berbagai bidang termasuk dalam alternative untuk detensi 
imigrasi; melindungi dan membantu anak-anak; meningkatkan tingkat 
pendaftaran kelahiran; dan melindungi keutuhan keluarga.111 
Dalam menaggapi masalah pergerakan imigrasi campuran di kawasan ini 
terus berlanjut, pemerintah semakin merangkul negara-negara yang lain yang juga 
terkena dampak untuk mengidentifikasi solusi yang efektif untuk fenomena yang 
kompleks tersebut, khususnya melalui Bali Process, Deklarasi Jakarta, dan 
lainnya. Dalam konteks ini, UNHCR memberikan dukungan teknis kepada 
pemerintah untuk memastikan pendekatan perlindungan berdasarkan solidaritas 
dan berbagi tanggung jawab antar negara merupakan bagian dari solusi. UNHCR 
juga terus bekerja untuk memberikan perlindungan dan bantuan ke lebih dari 300 
pengungsi Rohingya yang tersisa dan 1.000 pengungsi yang tiba di Indonesia pada 
                                                          
111  UNHCR and Indonesia’s National Human Rights Commission Join Forces to Protect the 
Human Rights of Refugees and Others http://www.unhcr.or.id/id/news/485-unhcr-and-
indonesias-national-human-rights-commission-join-forces-to-protect-the-human-rights-of-
refugees-and-others  diakses pada 3 oktober 2016 Op.Cit. 
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Mei 2015 lalu setelah para penyelundup menelatarkan mereka di Laut Andaman, 
dengan berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dan mitra lainnya.112  
Pemerintah Indonesia memberikan alternatif untuk detensi dengan 
akomodasi masyarakat untuk para pengungsi yang telah diakui dan pencari suaka. 
Namun karena berbagai faktor, sebanyak 4.273 imigran yang masih ditahan, 
termasuk wanita dan anak-anak. Pemerintah masih terus menggunakan metode 
detensi untuk mencegah dan menghalangi kelompok campuran yang mencoba 
untuk masuk atau pun meninggalkan negara dengan cara ilegal. Ada 13 pusat 
detensi imigrasi dan 20 fasilitas detensi darurat yang tersebar di seluruh Indonesia. 
Selain mereka yang ditahan karena masuk atau keluar secara ilegal, selama dua 
tahun terakhir UNHCR mendapatkan tantangan yang lebih dengan meningkatnya 
jumlah pengungsi dan pencari suaka yang memiliki “self-reported” untuk ditahan 
oleh pihak imigrasi karena mereka tidak mendapatkan dukungan finansial. Hal 
tersebut menciptakan berbagai masalah, terutama pada kepadatan fasilitas detensi 
dan juga keprihatinan dari keberadaan para pengungsi dan pencari suaka oleh 
masyarakat setempat.  
UNHCR memiliki akses penuh ke semua fasilitas detensi di Indonesia dan 
terus memantau para imigran. Selain itu, UNHCR juga terus mengadvokasi 
pembebasan para pengungsi di bawah mandatnya, terkhusus untuk mereka yang 
telah memenuhi syarat untuk bebas dan memperoleh akomodasi alternatif untuk 
tinggal sementara. Pada tahun 2015, 1.239 imigran dibebaskan dari detensi 
melalui bantuan dari UNHCR dan IOM. UNHCR terus mengadvokasi untuk 
                                                          
112  UNHCR. 2016. Indonesia Fact sheet. Diakses melalui 




metode alternatif dari detensi, termasuk perluasan tempat penampungan anak-
anak tanpa pendamping yang dijalankan oleh UNHCR melalui CWS dan skema 
akomodasi yang dikelola oleh IOM yang meliputi tempat penampungan anak-
anak tanpa pendamping melalui pengaturan dengan Departemen Sosial. 
Sementara Pemerintah Indonesia memberikan jaminan keamanan bagi 
para pengungsi dan pencari suaka hingga UNHCR dapat mengidentifikasi solusi 
jangka panjang bagi mereka, Indonesia memiliki kebijakan bahwa para imigran 
tidak memiliki hak untuk bekerja di Indonesia. Oleh karena itu, UNHCR 
kemudian membentuk program komunitas pemberdayaan dan kemandirian yang 
menguntungkan bagi para pengungsi dan juga bagi para masyarakat. Para 
pemimpin pengungsi yang mewakili berbagai negara berpartisipasi dalam 
kegiatan yang dilaksanakan oleh UNHCR, CWS, dan PMI tersebut, seperti 
membantu pengungsi dalam mengakses layanan, penyebaran informasi antar 
komunitas pengungsi, mengelola pusat pembelajaran, memberikan pendidikan 
dan pelatihan keterampilan untuk anak-anak dan remaja, dan memberikan 









PERANAN DAN TANTANGAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI 
KERANGKA BALI PROCESS 
 
A. Indonesia dalam Penanganan Irregular migration sebagai Implementasi 
Kerangka Bali Process 
Dalam studi hubungan internasional, konsep human security merupakan 
konsep yang membahas tentang bagaimana keselamatan dan keberlangsungan 
hidup setiap individu di dunia menjadi perhatian dan mendapatkan perlindungan. 
Isu kemanusiaan yang kini terus tumbuh dan melanda di dunia ini disebabkan oleh 
banyak faktor, seperti konflik yang terjadi di suatu negara ataupun segala macam 
isu yang berdampak terhadap keberlangsungan hidup warga sipil, tanpa terkecuali 
isu terkait imigran ataupun pengungsi yang kini menjadi masalah serius bagi 
setiap negara. Selain faktor ekonomi untuk mendapatkan penghidupan yang lebih 
layak, alasan para imigran berimigrasi akhir-akhir ini disebabkan konflik yang 
berpekepanjangan di wilayah Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, Myanmar, 
mengakibatkan ketakutan dan hilangnya rasa aman bagi warga sipil untuk 
menetap di negara mereka sehingga memutuskan untuk meninggalkan negara 
mereka secara terpaksa.  
Para imigran yang berimigrasi tersebut dikategorikan ke dalam tiga 
kelompok, yaitu stateless persons, refugees dan displaced persons, dan migrant 
workers. Mereka meninggalkan atau melarikan diri dari negara mereka dengan 
cara ireguler, tanpa memiliki kelengkapan administratif yang resmi, menempuh 
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perjalanan melalui lautan dengan menggunakan perahu, menjadi target bagi para 
sindikat penyelundup manusia, perdagangan manusia dan sebagainya. 
Kompleksnya status para imigran yang melewati batas-batas negara disebut 
sebagai irregular migration karena belum adanya kejelasan status dari pergerakan 
campuran tersebut, apakah sebagai pengungsi atau imigran ilegal. Namun, poin 
utama yang harus diperhatikan setiap negara dalam irregular migration ini adalah 
keselamatan mereka.  
Irregular migration kini menjadi masalah serius di Asia Pasifik terkhusus 
di Indonesia, dimana Indonesia merupakan negara transit utama oleh para imigran 
yang ingin ke Australia. Hal tersebut yang menjadi perhatian Indonesia 
menyangkut masalah keamanan manusia ini, terlebih masalah pengungsi yang 
terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Isu keamanan yang kini telah 
bergeser makna dari keamanan tradisional dimana konsep keamanan sebagai 
state-centered yang hanya terfokus pada persoalan militer menjadi lebih terfokus 
pada pendekatan people-centered dimana pendekatan ini lebih terfokus dalam 
keamanan dan perlindungan setiap individu maupun masyarakat.  
Berdasarkan pada kajian dari UNDP 1994 menjelaskan bahwa poin utama 
dalam konsep human security menitikberatkan pada pendekatan freedom from 
want dan freedom from fear. Dalam pembahasan isu pengungsi dan irregular 
migration, rasa takut dan bahaya yang mengancam nyawa para imigran di lautan 
merupakan hal yang perlu dari pendekatan human security freedom from fear. 
Freedom from fear atau setiap individu memiliki kebebasan dari rasa takut dan 
negara sebagai penyedia keamanan, sementara berbagai ancaman yang dihadapi 
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oleh mereka dimulai dari ancaman dan ketakutan dari negara asal akibat perang, 
pelanggaran HAM, ataupun bentuk pelanggaran lainnya sebagai alasan utama 
meninggalkan negara mereka.  
Berdasarkan kajian UNDP 1994, ada tujuh dimensi dari konsep keamanan 
manusia yang menjadi poin dalam melihat keamanan yang tidak diperoleh dan 
ancaman apa yang dihadapi oleh para imigran tersebut. Dimensi-dimensi human 
security tersebut saling berkaitan dan saling berdampak satu sama lain, dimana 
ketika hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan dimensi-
dimensi dari human security tersebut tidak terpenuhi, maka kondisi tersebut 
menyebabkan terjadinya suatu kerentanan atau berada dalam kondisi “insecurity”. 
Misalkan dimensi economic security yang menganggap pentingnya 
jaminan keamanan secara ekonomi bagi setiap orang. Sementara yang terjadi pada 
para pengungsi, pencari suaka, displaced person, maupun imigran lainnya 
meninggalkan negara dan kehilangan pekerjaan mereka menuju negara lain tanpa 
harta benda. Selain itu, para imigran yang telah berada di negara transit seperti 
Indonesia, mereka ditempatkan di rumah detensi hingga status pengungsi 
ditetapkan secara sah. Indonesia menetapkan aturan bahwa sebagai negara transit, 
para imigran tidak memilliki hak untuk bekerja di Indonesia.  
Sebagaimana yang diketahui bahwa alasan Indonesia sampai saat ini 
belum meratifikasi Konvensi PBB 1951 terkait pengungsi karena masih banyak 
hal domestik yang harus dibenahi Indonesia dan masih harus fokus terhadap 
kesejahteraan warga negaranya sendiri. Meskipun demikian, untuk tetap 
memeberikan hak-hak perlindungan untuk para pengungsi, Indonesia bekerja 
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sama dengan UNHCR dan IOM dalam menjamin hidup para pengungsi di 
Indonesia hingga penentuan negara penempatan.  
Selanjutnya berdampak pada food security, dimana food security 
seharusnya adanya jaminan bagi setiap orang terhadap hak dan akses untuk 
memperoleh makanan. Banyaknya kematian yang dihadapi para imigran selama 
perjalanan melintasi laut lepas disebabkan kelaparan, seperti yang terjadi di Teluk 
Bengal pada tahun 2015, dimana sekitar 370 orang kehilangan nyawa yang 
sebagian besar disebabkan oleh kelaparan, dehidrasi, penyakit, dan kekerasan 
yang dilakukan oleh penyelundup 114  yang merupakan dampak dari ketiadaan 
jaminan dalam health security. Ketiadaan perlindungan kesehatan untuk setiap 
orang dari berbagai penyakit seperti yang disebabkan dari malnutrisi, sanitasi air 
bersih yang minim, persediaan obat-obatan, dan sebagainya. Untuk masalah 
imigran, masalah kesehatan ini merupakan dampak dari ketiadaan makanan yang 
diperoleh oleh para imigran sehingga mengakibatkan rentan terhadap penyakit 
terutama bagi anak-anak yang kebanyakan mengalami malnutrisi.    
Kemudian jaminan dalam personal security yang berbicara mengenai hak 
individu untuk mendapatkan perlindungan dari segala jenis ancaman yang 
membahayakan diri setiap individu, seperti kekerasan fisik, konflik etnis, 
kekerasan pada anak, pemerkosaan, dan sebagainya. Hal ini yang paling banyak 
menimpa para imigran dalam situasi yang tidak beraturan ini. Mereka sangat 
rentan menjadi korban perdagangan manusia, pelecehan, penyelundupan, dan 
segala jenis kejahatan lain yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sama 
                                                          
114  UNHCR - Global Report 2015 Asia and the Pacific Regional Summary. Diakses melalui 
http://www.unhcr.org/publications/fundraising/574ed7934/unhcr-global -report-2015-asia-
pacific.html Loc. Cit.  
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halnya dengan personal security, community security sebagai perlindungan 
terhadap kelompok-kelompok tertentu, baik kelompok etnis, agama, ras, dan 
sebagainya dari ancaman-ancaman kekerasan dalam masyarakat. Kekerasan 
terhadap suatu komunitas merupakan salah satu alasan utama para imigran 
meninggalkan negara mereka. Seperti yang terjadi pada kekerasan pada kelompok 
etnis Rohingya di Myanmar yang menyebabkan sekitar 500.000 orang melarikan 
diri dari negaranya untuk mencari perlindungan. 115  Dan yang terakhir yaitu 
jaminan dalam political security dimana pada keamanan ini terfokus pada 
manusia seharusnya hidup dalam masyarakat yang menghormati dan menghargai 
hak asasi manusia. Untuk masalah ini, para imigran tidak mendapatkan perhatian, 
perlindungan, ataupun kesejahteraan dari pemerintah di negaranya. 
Konsep human security juga bersifat interdependen, dimana ketika 
keamanan seseorang dalam keadaan terancam dimana saja di dunia, semua negara 
akan terlibat. Irregular migration bukan hanya masalah satu negara, namun 
masalah ini melewati batas-batas negara serta melibatkan keterkaitan negara asal, 
negara transit, dan negara tujuan. Hal tersebut lah yang menjadi perhatian bagi 
Indonesia sebagaimana Indonesia merupakan negara transit yang terkena dampak 
secara langsung oleh kedatangan irregular migrants yang terus meningkat ini 
yang juga kemudian menjadi landasan dalam membangun dan meningkatkan 
kerjasama antar negara di kawasan Asia Pasifik. 
Bali Process yang dibentuk sebagai ruang penyatuan dan pertukaran 
informasi dan gagasan bagi negara-negara asal, transit, dan tujuan para imigran di 
                                                          




kawasan Asia dan Pasifik yang kemudian dituangkan dalam sebuah kerangka 
kerjasama regional atau Regional Cooperation Framework (RCF) Bali Process.  
Indonesia merupakan negara yang menginisiasi pembentukan Bali Process sejak 
tahun 2002 bersama dengan Australia sekaligus menjadikan Indonesia dan 
Australia sebagai Co-chairs Bali Process. Setelah pembentukan RCF tahun 2011 
pun Indonesia masih terus berperan aktif terutama terkait perkembangan isu 
irregular migration.  
Dalam RCF, pengaturan-pengaturan dalam manangani irregular migration 
yang dibentuk berlandaskan prinsip human security, antara lain yaitu pengaturan 
harus mempromosikan martabat dan kehidupan manusia; mengembangkan 
kapasitas dalam memproses arus campuran dan memanfaatkan sumber daya yang 
difasilitasi dari organisasi internasional; merefleksikan prinsip-prinsip burden-
sharing dan tanggungjawab bersama serta menghargai kedaulatan dan keamanan 
nasional masing-masing negara. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan 
RSO untuk mengimplementasikan RCF. Adapun bentuk pengimplementasiannya 
yang dijabarkan ke dalam rencana kerja RSO di bawah prinsip-prinsip RCF. 
Berbagai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam 
mengimplementasikan Kerangka Bali Process. Indonesia sebagai co-chair 
berperan secara aktif dalam merealisasikan proyek-proyek RSO, antara lain: 
1) Regional Roundtable on Irregular Migration by Sea in Asia-Pacific 
Region 
Indonesia bersama dengan UNHCR melakukan pengadaan regional 
roundtable untuk mempromosikan pemahaman umum dari masalah-
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masalah konseptual untuk menginformasikan pengaturan kerjasama akan 
datang antar negara. Regional Roundtable on Regional Movement by Sea 
in Asia-Pasific Region diadakan pada 18-21 Maret 2013 di Jakarta, 
Indonesia di bawah RSO Bali Process. Pengadaan regional roundtable ini 
merupakan bentuk implemetasi dari empat proyek dasar RSO yang telah 
disepakati pada awal didirikan RSO, dengan menetapkan hasil bahwa 
kewajiban hukum internasional untuk membantu orang dalam kesulitan di 
laut tanpa mengenal batas teritorial, kebutuhan pembedaan sistem 
penyaringan, pentingnya pembagian beban dan tanggung jawab, 
pengembangan pertukaran informasi akurat, pengembangan lebih lanjut 
dari prinsip dan daftar periksa dalam kerjasama penyelamatan darurat di 
laut.  
2) Assisted Voluntary Return and Reintegration Programme (AVRR) 
Manajemen migrasi juga dikembangkan dengan mengadakan 
Assisted Voluntary Return and Reintegration Programme (AVRR) yang 
merupakan sebuah proyek yayasan dari RSO dimana proyek ini 
merupakan suatu mekanisme regional untuk membantu proses pemulangan 
irregular migrants secara sukarela, aman, dan bermartabat. Program 
AVRR ini melengkapi upaya-upaya Bali Process mengurangi jumlah 
irregular migration di kawasan Asia Pasifik di bawah prinsip RCF. 
Program ini dijalankan oleh IOM dimana proyek ini telah memfasilitasi 
pemulangan lebih dari 482 imigran selama dua tahun pertama 
implementasi. Program AVRR ini melalui koordinasi antara pemerintah 
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Indonesia dan IOM Indonesia. Bantuan IOM Indonesia dalam hal 
perawatan yang salah satunya yaitu dengan memulangkan migran yang 
secara sukarela ingin kembali ke negara asal mereka. IOM Indonesia 
memiliki kekuatan dalam hal kapasitas staf multi-bahasa yang dapat 
menjembatani komunikasi dengan para imigran mengenai berbagai pilihan 
yang mereka miliki, termasuk pemulangan secara sukarela. Para staf juga 
bertindak sebagai penghubung yang menyampaikan pesan dari Pemerintah 
tentang bahaya dan risiko penyelundupan.  
Langkah-langkah bantuan dalam program AVRR yang dijalankan 
oleh IOM Indonesia, yakni a) Bantuan pra keberangkatan dengan 
melakukan konseling, bantuan medis, bantuan dalam pengaturan 
transportasi (termasuk dalam dokumentasi perjalanan); b) Bantuan 
transportasi dengan memberika bantuan dari keberangkatan, pengawalan, 
pemeriksaan kesehatan pra embarkasi, pengawalan medis jika diperlukan, 
dan jenis pelayanan lainnya; c) Bantuan pasca kedatangan dengan 
melakukan koordinasi yang erat dengan kantor-kantor IOM di negara 
pemulangan, penerimaan migran, serta dukungan terkait kesehatan. IOM 
Indonesia juga memberikan bantuan dana reintegrasi pada migran yang 
pulang dengan sukarela.116   
3) Penentuan Status Refugee 
Sejalan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam RCF, 
sehingga Indonesia tetap menerima masuk para irregular migrants yang 
                                                          
116  Assisted Voluntary Returns and Reintegration (AVRR). Diakses melalui 




datang melalui laut untuk diproses dan tinggal sementara. Dengan 
memberikan mandat langsung kepada UNHCR untuk melakukan 
identifikasi dan menentukan status pengungsi disebabkan Indonesia tidak 
dapat menentukan sendiri karena tidak memiliki kerangka hukum dan 
penentuan status. UNHCR menjadi badan yang memproses secara 
langsung permintaan status pengungsi yang telah berada di Indonesia. 
Kegiatan UNHCR sehari-harinya dilakukan sesuai dengan Direktif 
Direktorat Jenderal Imigrasi yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 
penanganan imigran. Direktif ini menjamin akses bagi UNHCR terhadap 
para pencari suaka dan pengungsi, termasuk yang berada dalam rumah 
detensi imigrasi.  
UNHCR Indonesia menjalankan prosedur Penentuan Status 
Pengungsi (RSD), yang dimulai dengan registrasi atau pendaftaran 
terhadap para pencari suaka. Setelah proses registrasi, UNHCR akan 
melakukan wawancara individual dengan masing-masing pencari suaka, 
dengan didampingi oleh seorang penerjemah yang kompeten. Proses 
tersebut melahirkan keputusan yang beralasan yang menentukan apakah 
permintaan status pengungsi seseorang diterima atau ditolak dan 
memberikan masing-masing individu kesempatan satu kali untuk 
mengajukan banding jika permintaan mereka ditolak. Untuk mereka yang 
telah teridentifikasi sebagai pengungsi akan menerima perlindungan 
selama UNHCR mencarikan solusi jangka panjang yang biasanya berupa 
penempatan ke negara ketiga. Untuk tujuan tersebut, UNHCR Indonesia 
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berhubungan dengan negara-negara yang memiliki potensi untuk 
menerima pengungsi.117   
4) Membentuk program komunitas pemberdayaan dan kemandirian para 
imigran.  
Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNHCR juga 
membentuk program komunitas pemberdayaan dan kemandirian yang 
menguntungkan imigran dan juga masyarakat, seperti membantu 
pengungsi dalam mengakses layanan, mengelola pusat pembelajaran, 
memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk anak-anak dan 
remaja, serta memberikan pelayanan interpretasi dan penerjemahan ketika 
diperlukan. Program komunitas pemberdayaan tersebut dikembangkan 
bersama dengan partner-partner pelayanan komunitas, seperti bekerjasama 
dengan Church World Service (CWS) dalam menyediakan kebutuhan 
dasar untuk para pengungsi termasuk bantuan kedokteran, konseling, 
pendidikan, pelatihan berbagai Bahasa dan keahlian teknis lainnya kepada 
para pengungsi dan pencari suaka.  
Selain itu, juga menjalankan kunjungan rutin ke rumah-rumah untuk 
memfasilitasi aktivitas kelompok self-help. Adapun juga di Medan dan di 
Makassar dimana UNHCR Indonesia bekerjasama dengan Palang Merah 
Indonesia (PMI) untuk memberikan dukungan bagi sekolah-sekolah dan 
rumah sakit yang memberikan bantuan bagi  orang-orang yang menjadi 
perhatian UNHCR.  
                                                          
117 Penentuan Status Pengungsi. Diakses melalui http://www.unhcr.or.id/id/tugas-a-
kegiatan/penentuan-status-pengungsi Loc. Cit. 
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Peran aktif Indonesia yang terakhir kemudian ditunjukkan dari Pertemuan 
Bali Process yang keenam pada Maret 2016. Dimana Indonesia bersama dengan 
co-chairs Australia mengusulkan mekanisme konsultatif untuk respon situasi 
darurat menanggapi apa yang terjadi pada tahun 2015 lalu, yang juga pada 
konferensi ini menghasilkan Deklarasi Bali Process yang berisi komitmen para 
anggota untuk kedepannya.  
Indonesia sebagai negara transit tentu menganggap pentingnya kerangka 
kerjasama Bali Process ini untuk diimplementasikan dan terus ditindaklanjuti 
melihat kedatangan para imigran tidak dapat dicegah selama konflik dan perang 
sipil di negara-negara Timur Tengah, Afrika, ataupun Myanmar masih terus 
terjadi. Indonesia meskipun bukan negara penandatangan Konvensi Pengungsi 
1951 dan Protokol 1967, namun Indonesia tetap menjunjung tinggi stabilitas 
keamanan manusia sebagaimana yang telah tertuang dalam UU Republik 
Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi: (1) Setiap orang 
dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat 
serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian 
hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. (3) Setiap orang berhak atas 
perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. 
Demi menjaganya stabilitas keamanan domestik Indonesia, Indonesia 
menerapkan kebijakan-kebijakan untuk para imigran yang masuk dan belum 
ditentukan statusnya oleh UNHCR, yaitu dengan menetapkan kebijakan 
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penampungan sementara para imigran dimana pejabat imigrasi berwenang untuk 
menempatkan orang asing tanpa kelengkapan dokumen dalam rumah detensi 
imigrasi seperti yang tertera dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 83 terkait 
detensi terhadap orang asing tanpa izin masuk wilayah Indonesia.  
Adapun Indonesia memiliki kebijakan dalam melarang para imigran untuk 
bekerja selama di Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia 
memberikan jaminan keamanan bagi imigran sampai pengidentifikasian solusi 
jangka panjang oleh UNHCR selesai. Dengan penerapan kebijakan tersebut, 
Indonesia sedapat mungkin menciptakan “jalan tengah” antara kesejahteraan dan 
keamanan warga negaranya dan tetap menjunjung hak-hak dasar bagi setiap 
individu di dunia sekaligus mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar RCF Bali 
Process. 
 
B. Tantangan Indonesia dalam implementasi Kerangka Bali Process 
tentang Irregular migration 
Kerangka Kerjasama Bali Process atau Regional Cooperation Framework 
(RCF) Bali Process yang dibentuk pada tahun 2011, memuat beberapa pengaturan 
sebagai prinsip-prinsip dasar dalam menindaki salah satu isu yang sangat penting 
dalam dunia internasional saat ini yang juga melanda negara-negara di kawasan 
Asia Pasifik, yaitu isu terkait irregular migration. Isu irregular migration ini terus 
berkembang dan mengalami peningkatan secara signifikan disebabkan konflik-
konflik berkepanjangan di beberapa negara di dunia, seperti perang sipil yang 
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terjadi di Suriah ataupun Afghanistan, konflik internal di Somalia, juga konflik 
etnis di Myanmar menjadi negara-negara penyumbang imigran terbanyak di Asia.  
Prinsip-prinsip yang telah dirancang dalam RCF memuat peraturan-
peraturan dalam menangani para imigran yang melintasi wilayah perairan negara-
negara terkait berlandaskan dengan menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia, 
terlepas dari status pengungsi mereka. Sebagaimana yang diketahui tentang 
kompleksitas status imigran saat ini disebabkan pergerakan imigran campuran 
yang melakukan perjalanan melalui laut termasuk di dalamnya para pencari suaka, 
pengungsi, displaced person, ataupun para imigran ilegal.  
Pengaturan-pengaturan tersebut, yaitu: 
i. Mempromosikan kehidupan dan martabat manusia. 
ii. Membangun kapasitas di wilayah untuk memproses arus campuran 
dan dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti yang 
diberikan oleh organisasi internasional.  
iii. Merefleksikan prinsip-prinsip pembagian beban (burden-sharing) dan 
tanggungjawab bersama, menghargai kedaulatan dan keamanan 
nasional masing-masing negara.  
iv. Berupaya menyelesaikan akar masalah dari pergerakan ireguler dan 
sedapat mungkin menigkatkan stabilitas populasi. 
v. Mengembangkan tertib migrasi legal dan memberikan kesempatan 
yang tepat untuk migrasi regular.  
vi. Mencegah faktor-faktor penarik ke dalam wilayah. 
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vii. Berusaha untuk melemahkan penyelundupan manusia dan 
menciptakan halangan untuk pergerakan ireguler. 
viii. Mendukung dan meningkatkan pertukaran informasi dengan tetap 
menghormati kerahasiaan dan menjunjung tinggi privasi orang yang 
terkena dampak.118  
 
Pengaturan tersebut kemudian dikerucutkan ke dalam beberapa rencana 
kerja sebagai bentuk implementasi yang kemudian dioperasionalisasikan melalui 
Regional Support Office.   
Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tidak dapat terlepas dari 
kendala atau tantangan yang dihadapi. Hal utama yang perlu diperhatikan oleh 
setiap negara anggota untuk mengefektifkan Bali Process yaitu prinsip yang 
ditekankan adalah pembagian beban dan tanggung jawab bersama antar negara-
negara anggota dalam menangani isu tersebut. Akan tetapi, dalam praktiknya, 
prinsip pembagian beban dan tanggung jawab bersama ini belum dipandang serius 
oleh beberapa negara anggota. Seperti yang menjadi kendala bagi Indonesia 
sebagai negara transit yang harus menanggung sendiri beban kedatangan para 
imigran yang ingin mencari suaka ke Australia.  
Australia yang merupakan salah satu co-chairs dari Bali Process dan juga 
merupakan salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang telah meratifikasi 
konvensi PBB terkait pengungsi 1951. Dengan kata lain, Australia siap 
menampung para pengungsi yang masuk. Namun faktanya, Australia kemudian 
                                                          
118  Bali Process. 2011. Bali Process Regional Ministerial Conference IV. Diakses melalui 
http://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/110330_FINAL_Ministerial_Co-
chairs%20statement%20BRMC%20IV(1).pdf Loc. Cit. 
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menerapkan kebijakan operation sovereign borders dimana kebijakan ini juga 
menerapkan sistem “turning back the boats”. Dalam artian bahwa segala jenis 
kapal ataupun perahu yang menampung para imigran yang masuk ke wilayah 
perairan Australia akan dikembalikan ke tempat awal keberangkatan mereka, 
yaitu Indonesia.  
Tidak dapat dipungkiri, negara memiliki hak untuk membuat dan 
menentukan kebijakan demi melindungi kedaulatan negaranya dan tidak dapat 
diganggu gugat oleh negara lain. Namun, yang menjadi masalah yakni ketika 
kebijakan suatu negara memberikan dampak dan melanggar kedaulatan negara 
lain. Dalam hal ini, Indonesia akan terus menampung para imigran yang terus 
berdatangan sedangkan Indonesia sendiri bukan negara yang turut meratifikasi 
Konvensi Pengungsi 1951. Kebijakan Australia tersebut bukan hanya melanggar 
kedaulatan Indonesia, namun juga melanggar prinsip kemanusiaan, prinsip RCF 
Bali Process yang telah disepakati, dan Konvensi Pengungsi 1951. Tantangan 
selanjutnya yang dihadapi oleh Indonesia yaitu proses penentuan status refugee 
dan penempatan (resettlement) para pengungsi ke negara ketiga yang memakan 
waktu sangat lama, sehingga menumpuknya para imigran di Indonesia menjadi 
beban tersendiri bagi pemerintah Indonesia.  
Selain tantangan dalam prinsip pembagian beban dan tanggung jawab 
bersama antar negara anggota yang masih belum maksimal, hambatan lain yang 
kemudian dihadapi Indonesia dalam proses pengimplementasian RCF, yaitu 
koordinasi antar satu negara ke negara anggota Bali Process lainnya yang masih 
minim dalam merespon masalah darurat yang terjadi. Hal ini dapat dilihat pada 
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ketidakmampuan Bali Process dalam menangani krisis imigran yang terjadi pada 
2015 lalu di Teluk Bengal dan Laut Andaman, dimana ribuan imigran dari 
Rohingya dan Bangladesh ditelantarkan oleh para sindikat penyelundup manusia 
yang ingin menuju ke Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Hal tersebut 
mengakibatkan banyaknya para imigran yang kehilangan nyawa akibat kapal 
tenggelam maupun kekurangan gizi dan kelaparan. Pertemuan darurat untuk 
merespon kasus tersebut justru diinisiasi oleh Thailand dan bukan melalui 
pertemuan tingkat menteri dalam forum Bali Process saat itu. Sekitar 17 para 
pejabat dari berbagai negara dan lembaga-lembaga internasional yang hadir dalam 
pertemuan darurat tersebut. Namun, seperti yang dikhawatirkan oleh para 
pemantau, pertemuan tidak akan banyak membuahkan hasil sebab bukan 
pertemuan tingkat menteri.119  
Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan suatu rezim internasional 
yaitu dapat dilihat dari kepatuhan dan komitmen dari setiap negara anggota dalam 
menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Terlebih jika suatu rezim tidak 
memiliki ikatan yang kuat. Berbicara tentang tantangan dalam suatu kebijakan 
bersama, tentunya setiap negara dalam menjalin hubungan kerjasama dengan 
negara lain tidak lain karena adanya kepentingan dari masing-masing negara.  
Kaum neolib tidak memungkiri bahwa dalam rezim internasional, merupakan hal 
yang wajar bagi negara-negara bersifat egois dan masih tidak patuh pada aturan 
bersama yang telah ditetapkan. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi rezim 
internasional, RCF Bali Process dapat diklasifikasikan ke dalam tacit regime, 
                                                          
119 BBC News - Krisis Migran dan Pengungsi di Asia Tenggara Dibahas di Thailand, diakses 
melalui http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150529_dunia_thailand_migran pada 
15 November 2016 
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dimana RCF Bali Process ini memiliki aturan-aturan bersifat non-binding, 
inklusif, dan sukarela.  
Meskipun demikian, Indonesia beserta negara-negara anggota dan 
organisasi-organisasi internasional dalam Bali Process masih tetap menganggap 
bahwa rezim ini merupakan langkah yang solutif dalam menanggapi isu saat ini. 
Seperti anggapan kaum neolib pada pendekatan institusionalis liberal bahwa 
rezim internasional memiliki peran dalam membantu negara-negara untuk 
mewujudkan kepentingan bersama dengan berkolaborasi dan juga mendukung 
terciptanya kebaikan bersama.  
Bali Process akan tetap meningkatkan kapasitas dan terus aktif dalam 
mencari solusi untuk penanganan irregular migration ini. Pada pertemuan terakhir 
yang diadakan bulan Maret 2016 lalu, Bali Process Regional Ministerial 
Conference yang kembali diadakan untuk keenam kalinya, menghasilkan sebuah 
deklarasi Bali Process termasuk mekanisme respon situasi darurat untuk percepat 
penanganan irregular migration. Mekanisme ini dicetuskan oleh Indonesia dan 
Australia sebagai tanggapan dari kasus yang terjadi di Teluk Bengal dan Laut 
Andaman pada 2015 lalu. Melalui mekanisme tersebut, co-chairs dapat 
membangun komunikasi dengan negara asal, negara transit, maupun negara tujuan 
apabila terdapat situasi yang mendesak.120 
                                                          
120  Kemlu. Bali Process Sepakati Mekanisme untuk Percepat Penanganan Migran Ireguler di 
Kawasan. Diakses melalui http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Bali-Process-Sepakati-







1. Berdasarkan perspektif human security, irregular migration tidak dapat 
dipandang sebelah mata oleh setiap negara di dunia. Ini menyangkut 
masalah kemanusiaan dan bagaimana dunia memberikan perlindungan 
terhadap para imigran. Indonesia merupakan salah satu negara yang 
menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun Indonesia 
bukan negara pihak dari konvensi PBB terkait Pengungsi 1951, bukan 
berarti Indonesia harus lepas tangan dengan isu imigran ini, terlebih 
Indonesia merupakan negara transit bagi para imigran yang ingin 
menuju ke Australia. Dapat dilihat bagaimana Indonesia berperan 
sangat aktif dan sedapat mungkin dalam mengimplementasikan 
Kerangka Kerjasama Bali Process (RCF). Indonesia sebagai salah satu 
negara yang menginisiasi pembentukan Bali Process untuk membahas 
dan bersama-sama dengan negara-negara anggota dan organisasi 
internasional terkait untuk mencarikan solusi dalam penanganan 
irregular migration di kawasan Asia Pasifik. Indonesia bersama dengan 
Australia telah menjadi co-chairs Bali Process sejak pertama kali 
dibentuk tahun 2002 hingga saat ini. 
2. Meskipun upaya-upaya telah dilakukan dalam mengimplementasikan 
RCF, namun tidak dapat dipungkiri adanya tantangan dan hambatan 
yang dihadapi dalam pengimplementasian. Ketidakpatuhan pada prinsip 
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pembagian beban dan tanggung jawab bersama dalam aturan-aturan 
yang ditetapkan. Seperti yang terjadi pada Indonesia yang harus 
menanggung beban sendiri setelah Australia menerapkan sistem 
“turning back the boats” sehingga imigran harus kembali ditampung di 
Indonesia. Selain itu, ketidakmampuan Bali Process dalam menangani 
krisis imigran di Teluk Bengal dan Laut Andaman sehingga banyaknya 
nyawa melayang akibat kapal tenggelam ataupun karena kelaparan dan 
kekurangan gizi. Saat itu, masih belum adanya mekanisme respon 
situasi darurat yang diterapkan oleh Bali Process.   
B. Saran 
1. Indonesia sebagai co-chairs sebaiknya lebih tegas lagi dalam 
mengontrol dan menerapkan prinsip dan aturan dalam 
mengimplementasikan RCF terhadap seluruh negara anggota Bali 
Process agar pembagian kerja tidak pincang dan hanya terfokus pada 
Indonesia dan Australia saja, melainkan semua negara anggota dan 
organisasi internasional, terutama negara asal, negara transit, dan 
negara tujuan dapat terlibat lebih aktif lagi dalam menangani irregular 
migration di Asia Pasifik. 
2. Peraturan dalam RCF sebaiknya ditingkatkan statusnya dari rezim yang 
hanya bersifat non-legally binding dapat menjadi legally binding dan 
bersifat formal. Hal ini agar RCF dapat diterapkan lebih optimal lagi 
dan negara anggota lebih merasa memiliki kewajiban dalam aturan 
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